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iABSTRAK
Judul skripsi adalah: Pelaksanaan pembagian warisan pada suku Champa
di desa Ninh Thuan Vietnam ditinjau menurut hukum Islam. Adapun hukum
kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta
kepemilikan terhadap harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan
hukum waris adat adalah suatu komplek kaidah kaidah yang mengatur proses
penerusan dan pengalihan harta baik berupa material dari suatu generasi ke
generasi berikutnya.
Perbedaan dalam pemahaman mengenai konsep kewarisan pun terjadi
pada masyarakat Champa yang mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan
harta warisan yang berkaitan dengan seseorang yang meninggal dunia
dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya. Oleh karena itu penelitian ini
dilakukan di lingkungan Masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan Vietnam untuk
mengetahui tentang pelaksanaan pembagian warisan di lingkungan masyarkat
Champa, serta untuk mengetahui kedudukan kewarisan masyarakat Champa yang
ditinjau menurut hukum kewarisan Islam.
Penelitian ini menggunakan metode field research,yakni penelitian dimana
obyeknya adalah peristiwa factual yang ada di lapangan. Dalam hal ini di
masyarkat Champa, Desa Ninh Thuan, Vietnam. Kemudian untuk menunjang
penelitian ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan
dengan judul penelitian ini. Di samping itu penulis terjun langsung ke lapangan
untuk mencari data-data dan informasi dengan cara melakukan wawancara
dengan pihak-pihak yang dapat membantu penelitian ini.
Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa selama ini
di lingkungan masyarakat Champa telah berjalan suatu system kewarisan dengan
tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum
kewarisan Islam. Pada masyarakat ini mereka lebih memilih untuk menggunakan
pembagian kewarisan secara adat, dimana hanya ahli waris tertentu saja yang akan
dapat mewarisi keseluruhan harta pewarisnya secara perseorangan.
Masyarakat Champa menyatakan bahwa pembagian tersebut dapat
mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli warisnya, pembagian
tersebut juga sudah menjadi kebiasaan yang telah belaku sejak dahulu kala.
Namun, dalam hukum kewarisan Islam telah jelas diatur bagian ahli waris yang
berhak yang akan memprolehinya. Melihat dari sistem dan praktek pelaksanaan
pembagian warisan Masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan, berdasarkan tasaluh
hal ini tidak diperbolehkan karena ianya tidak sesuai dengan konsep hukum
kewarisan Islam, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Quran dan Hadis.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.
Allah swt mensyari’atkan hukum baik yang mengatur tentang hak yang
bisa dimiliki oleh seseorang atau hak yang harus ditunaikan ataupun mengenai
ucapan dan perbuatannya baik secara kelompok maupun secara perorangan,
jasmaniah maupun rohani, di dunia maupun di akhirat dengan tujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan hidupnya. Oleh karena itu penerapan hukum tersebut
sangat memperhatikan perkembangan dan keadaan manusia baik fisik maupun
akalnya. Dengan kata lain hukum Islam dalam memberlakukan ketentuan-
ketentuan hukumnya kepada manusia disesuaikan dengan kemampuan badan dan
akalnya.1
Allah swt telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, agar
mereka bisa melaksanakan apa yang diperintahkan serta meninggalkan apa yang
dilarang-Nya, sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi dalam SQ al-Ahzab ayat
36:







Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak
(pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan
1Zakiah Daradjat dkk. Ilmu Fiqh, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), cet.2,
hlm. 1.
2Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi
mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan
Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka
sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata”.2
Pada kematian seseorang pula akan membawa pengaruh dan hukum
kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian
tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi pewaris yang berhubungan
dengan pengurusan jenazahnya (fardhu kifayah). Dengan kematian itu timbul pula
akibat hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu waris terhadap
keluarganya (ahli waris) dan terhadap seluruh harta peninggalannya atau sistem
waris.
Sistem waris merupakan salah satu alasan atau sebab adanya perpindahan
kepemilikan, yaitu perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang
mewariskan (muwarrist), setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima
warisan (waratsah) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'.3
Sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nisa' ayat, 7:








Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan
2Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (PT Syamil: Cipta Media), hlm.423
3Drs. Fathchur Rahman. Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), cet,1,
hlm.1
3kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian
yang telah ditetapkan”.4
Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang
ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta peninggalan atau harta warisan, yaitu
harta dan pemilikan yang timbul sebagai dari suatu kematian. Harta peninggalan
menurut hukum Islam ialah segala yang dimiliki sebelum meninggal, baik berupa
benda maupun hutang, atau berupa hak atas harta. Selain itu ada yang
menyebutkan harta peninggalan adalah hak yang dimiliki mayit karena
kematiaannya, seperti denda (diyat) bagi pembunuhan atas diriya.5
Harta peninggalan merupakan harta warisan yang dalam istilah fara’id
dinamakan tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal,
baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk
diwariskan kepada ahli warisnya. Menurut ulama Hanafiyah harta peninggalan
(tirkah) adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit secara mutlak. Sedangkan
menurut mazhab Maliki, Syafii dan Hambali, harta peninggalan meliputi semua
harta yang ditinggalkan mayit, baik harta benda maupun bukan harta benda. Harta
yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan
tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara
mendapatkannya.6
Mengenai ahli waris, Allah SWT telah menetapkan pada ahli waris yang
berhak menerima bagian tetap setengah, sepertiga, seperempat, seperenam,
4 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, op, cit, hlm.77
5Muhammad Jawwad,  Mughniyah, al-Fiqh 'ala  al-Mazahib al-Khamsah , Terj. Masykur
AB, et al, Fiqih Lima Mazhab" Jakarta: PT Lentera Basritama (Jakarta: Lentera, 2001), cet, ke 1,
hlm. 535
6Ahmad Sarwat, lc.  Fiq Mawaris, (Jakarta Selatan: Setiabudi 2004),cet. 2, hlm. 4
4seperdelapan, dan dua pertiga. Dalam kondisi hal tertentu, seorang atau beberapa
orang ahli waris bisa terhalang untuk mendapat warisan atau haknya harta waris
bisa berkurang. Harta peninggalan si mayit sangat erat kaitannya dengan hak yang
harus dilaksanakan sebelum diberikan kepada ahli warisnya. Hak-hak yang harus
dilaksanakan sebelum harta peninggalan diberikan kepada ahli warisnya yaitu,
pertama perawatan jenazah, kedua pembayaran hutang, ketiga pelaksanaan
wasiat, dan warisan.7
Perlu diketahui bahwa hukum waris Islam juga mengatur tentang
pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum
waris Islam memerlukan cara yang sangat unik sebab angka yang dihadapi adalah
angka pecahan, dari bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan
Sunnah Rasul SAW. Angka pecahan itu hanya terdiri dari 2/3, ½, 1/3, ¼, 1/6, dan
1/8.8
Dalam persoalan kewarisan, pada khususnya di tengah-tengah masyarakat,
ilmu faraid selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, seperti perbedaan jumlah
nominal dalam pembagian harta harta waris, ataupun cara dalam  pembagian harta
waris. Masyarakat bila bicara mengenai keadilan cenderung menepis adanya
ketidak seimbangan. Oleh karena itu penyimpangan yang dilakukan sebagian
besar  masyarakat dalam hal kewarisan disebabkan oleh tipisnya kepahaman
dalam Islam, dan juga adat kebiasaan dan struktur sosial, bahkan ada yang
7Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. 2,  hlm.208
8Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta, UII Press, 2001), cet. 2,
hlm.23
5beranggapan penerapan ilmu faraid secara utuh kurang diterima oleh rasa
keadilan.
Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk semua umat Islam
dimana dan kapan saja dia hidup. Walaupun demikian, corak suatu Negara dan
kehidupan masyarakat di suatu Negara memberi pengaruh terhadap hukum
kewarisan masyarakat mereka.9 Oleh  karena  itu,  perlu  disadari  bahwa  manusia
merupakan  makhluk sosial yang senantiasa beradaptasi, berinteraksi, dan saling
terikat satu samalainnya. Begitu pula terhadap lingkungannya, yang secara
langsung akan berpengaruh pula terhadap keberadaan dirinya. Manusia akan
berusaha menyesuaikan diri terhadap segala perubahan dan  perkembangan yang
ada di sekitarnya.
Sedangkan pada konsep kewarisan pada masyarakat Champa difahami
sebagai suatu peraturan mengenai aturan-aturan yang menjelaskan pada tatacara
pemindahan harta seseorang yang wafat kepada ahli waris yang berhak dan masih
hidup, dan mengikuti urutan yang telah mereka tentukannya, seperti pembagian
tersebut para ahli waris harus mengikuti aturan untuk perolehi keseluruhan harta
warisan orang tuanya.
Dalam praktik pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Champa
di Desa Ninh Thuan Vietnam. Hukum yang digunakan sesuai dengan bentuk
masyarakat yang kurang berkumunakasi dengan masyarakat dari luar, hal tersebut
menyebabkan mereka masih lagi dipengaruhi oleh adat istiadat atau adat
kebiasaan yang telah berjalan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Malah
9Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 10,1995),
cet.3, hlm.1
6praktek tersebut juga berlaku pada keseuruhan masyarakat di Desa Ninh Thuan,
yeitu masyarakat Cham Aslam, atau di sebut dalam bahasa masyarakat ini adalah
Cham Bani.
Masyarakat Islam Champa terbagi pada dua, yeitu Islam Sunni (sunnah
waljamaah), dan Islam Bani. Adapaun Mazhab Sunni ini meyoritas mereka
menganut seperti masyarakat di Islam di Asia Tenggara. Sedangkan Mazhab Bani
ini tidak banyak dikenali oleh masyarakat Asia, berdasarkan mazhab ini memiliki
ciri domistik dan memiliki pengaruh yang kuat dari India, yang bertentangan
dengan ajaran Islam.
Pada masyarak Champa Muslim (sunni) pada prinsipnya masyarakat
sangat tunduk terhadap norma-norma agama seperti shalat, puasa, dan zakat,
seperti msyarakat di Asia Tenggara lainnya, akan tetapi apabila sudah berhadapan
dengan hukum kewarisan, masyarakat ini pada umumnya tidak tunduk pada
hukum kewawarisan Islam, seperti pembagian dalam penerimaan warisan antara
keturunan laki-laki dan perempuan (2:1) seperti dalam hukum kewarisan Islam,
Dalam pembagian warisan tersebut, masyarakat Champa menyatakan
bahwa adat kebiasaan tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan para ahli
waris di kemudian hari, dan masayarakat juga menyatakan bahwa pembagian
tersebut tetap akan dilakukan sama ada para ahli waris lain rela maupun tidak,
bahkan masyarakat mengangap ianya adalah aturan, dan suatu faktor yang baik,
serta merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi pembagian tersebut.
Dalam pembahgian warisan pada masyarakat Champa, harta warisan hanya dapat
7diperolehi salah satu ahli warisnya saja, namun ahli waris tersebut harus
mengikuti urutan-urutannya.10
Sebaimana urutan-urutannya adalah, pertama istri (janda), urutan kedua
anak perempuan paling kecil (bungsu), urutan ketiga anak laki-laki (bila tidak
adanya saudara perempuan) sama adanya ianya saudara kandung, saudara
sebapak, maupun saudara seibu, urutan keempat ayah, urutan kelima ibu, dan terus
ke atas, urutan keenam cucu, dan terus kebawah.11
Sebagaimana kasus-kasus yang telah terjadi pembagian warisan pada
masyarakat Champa di desa Ninh Thuan:
1. Dalam kasus Sulaiman, beliu Meniggal pada tahun 2011 dalam usian 45
karena kecelakaan di Hanoi, harta yang miliki almarhum berupa sebuah rumah
serta isinya, dan Motor. Almarhum telah meninggal 1 istri 3 orang anak, 2
anak perampuan 1 anak laki laki, almarhum adalah seorang perdagang obat di
Hanoi karena itu adalah perkeja hariannya dan sebahgian masyarakat Champa.
Setelah almarhum wafat rumah itu di ambil alih oleh istrinya Hamidah, kerena
istri adalah urutan pertama sebagai ahli waris.12
2. Moohammad ali, Meninggal pada tahun 2010 dalam usia 78 tahun. Pada
waktu hidup almahrum adalah petani. Harta yang dimiliki oleh almarhum
adalah mempunyai sebuah rumah serta isinya, dan tanah ladang. Almarhum
yang mempunyai 1 orang istri 6 orang anak, 4 orang anak perampuan dan 2
10Ali (63 thn). Tokoh Masyarakat Champa, wawancara, di Thuan Nam Tanggal 25 Mei
2012
11Fatimah (67thn), Masyarakat Champa, wawancara, di Thuan Nam. Tanggal 15 Juli
2012
12Yunus (63thn), Tokoh Masyarakat Champa, wawancara, di Nin Son. Tanggal 6
September 2012
8orang anak laki-laki. Ketika almarhum dalam keadaan nazak, almarhum yang
mengalami kanker tulang belakang, ketika itu beliau telah meminta istrinya
untuk mengumpulkan anak-anaknya, kesemua anak-anaknya telah berada
disitu almarhum berpesan pada istrinya dan juga dihadapan anak-anaknya,
lafaz almarhum adalah “segala hartaku, aku berikan pada Mida anak
perempuan bungsuku”. Pembahgian warisan tersebut yang juga di hadiri oleh
saudara dan tertangganya, namun harta tersebut belum sepenuhnya menjadi
milik anak tersebut kerana istrinya masih hidup.13
3. Dalam kasus Abidin, beliu Meniggal pada tahun 2009 dalam usian 66 tahun,
pada waktu hidupnya almarhum adalah petani, harta yang miliki almarhum
berupa sebuah rumah serta isinya, tanah kebun, dan Motor. Almarhum telah
meninggalkan 1 istri dan 3 orang anak, 2 anak laki laki dan 1 orang anak
perampuan, Ketika beliu masih hidup beliu telahpun mendaftarkan harta
miliknya kepada anak perampuannya yang bungsu Hawa manakala anak-anak
yang lain telah lama berhijrah ke amerika. Ketika permidahan hak milik
tersebut hanya di hadiri oleh almarhum, istrinya dan anak perempuannya
Hawa, setelah almarhum wafat istrinya telah bepindah ke rumah anak lakinya
di Wasinton Amerika dan bertukar kewarganegaraan US.14
4. Ma Hung (Musa) meninggal pada bulan Januari 2009 dalam usia 67 tahun.
Semasa hidupnya bekerja sebagai petani dan juga pedagang obat di Hanoi,
harta yang miliki almarhum berupa sebuah rumah juga isi dalamnya, sebidang
13Observasi. Tanggal 15 Agustus 2010
14Amin (65 thn), Tokoh masyarakat Champa, wawancara, di Binh Bac. Tanggal 6
September 2012
9tanah kebun, binatang tenakan dan Motor. Almarhum meninggalkan ahli waris
anak-anaknya, yakni 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 orang anak perempuan,
istrinya terlebih dahulu wafat, setelah almarhum wafat keseluruh harta
tersebut di warisi oleh Halimah anak gadisnya yang bungsu. Dalam
pelaksanaan pembagian warisan tersebut dihadiri ahli waris anak-anaknya dan
saudara almarhum, sebagai upaya menghindar terjadinya persilihan atau
perebutan para ahli waris yang lain untuk mengurus harta warisan, sementara
menunggu Halimah dapat menguruskan harta warisan itu sendiri. Hal ini
dikeranakan halimah masih masih kulliah di Ho Chi Minh.15
5. Haji Ahmat. Wafat pada tahun 2008 dalam usia 74 tahun. Pada waktu hidup
almahrum menjabat sebagai guru, harta yang dimilikinya oleh almarhum
berupa rumah, tanah bendang, dan Motor. Almarhum telah meniggalkan 6
orang ahli waris 2 anak perempuan dan 4 anak laki-laki sedang istrinya telah
meniggal lebih dahulu. Sebelum pembagian tersebut anak bungsunya Sakirah
telah menikah di Ho Chi Minh tampa persetujuannya, maka beliau telah
putuskan hubungan dengan Sakirah, dan setelah 6 bulan kemudian Almarhum
wafat dan harta tersebut di serahkan pada anak perempuannya yang kedua
yaitu Asmah, yakni keseluruhan harta miliknya. Pembagian tersebut di
lakukan oleh para ahli waris anak-anaknya dan saudara almarhum.16
Dalam pembegian warisan tersebut adalah merupakan adat kebiasaan, dan
dinyatkan pembahgian tersebut merupakan bentuk upaya menjaga kemaslahatan
15Musa (67thn),Tokoh masyarakat Champa, wawancara, di Ninh Hai, Tanggal 21
Agustus 2012
16Aisyah (58thn), Masyarakat Champa, wawancara, di Ninh Hai. Tanggal 23
Agustus.2012
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keluarga, sepertimana yang telah belaku pada masyarakat Champa yang terdahu.17
Sedangkan dalam pelaksanaan tersebut secara realitasnya tidak adanya cacatan
yang mengarahkan masyarakat Champa untuk melaksanakan pembagian warisan
tersebut, bahkan masyarakat juga tidak mengetahuinya kapan kebiasaan itu mulai
ada, dan dijalankannya. Padahal dalam konsep kewarisan Islam harta warisan
bukan untuk dimiliki secara perseorangan, akan tetapi  ada beberapa kategori ahli
waris, baik yang disebabkan adanya hubungan  nasab  ataupun hubungan akibat
perkawinan.
Fenomena tersebut jelas tergambar dalam praktik pembagian harta waris
yang terjadi pada masyarakat Champa Muslim di Desa Ninh Thuan. Dimana
pembagian harta warisan masyarakat Champa ini tidak menggunakan aturan
hukum kewarisan Islam, dimana penerimaan warisan pada masyarakat ini hanya
ahli waris tertentu saja berhak mewaris harta pewarisnya. Sedangkan hukum
kewarisan Islam jelas telah atur bagian masing-masing ahli waris untuk mendapat
bagiannya, dimana ahli waris yang terdiri dari 2/3, ½, 1/3, ¼, 1/6, dan 1/8.
Melihat realitas dan fenomena yang terjadi pada masyarakat Champa di
Desa Ninh Thuan Vietnam dalam merealisasikan pembagian harta waris, peneliti
tertarik untuk menelitinya lebih jauh, juga karena permasalahan ini belum ada
yang menelitinya, baik pada masyarakat Cham Bani maupun Masyarak Cham
Sunni di Desa Ninh Thuan Vietnam. Hal di atas sangat menarik untuk dibahas
mengingat masyarakat Champa yang mayoritas beragama Islam, tetapi dalam
17Hassan (68thn), Tokoh Masyarakat Champa, wawancara, di Ninh Phoc. Tanggal 15
September 2012
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sistem kewarisannya berbeda dengan apa yang telah ditentukan di dalam hukum
kewarisan Islam.
Oleh karena pembahasan di atas dilihat dari segi hukum kewarisan Islam
masalah tersebut makin banyak yang disalah arti dan salah memahaminya,
berdasarkan hal tersebut juga menyebabkan salah dalam pelaksanaan kewarisan.
Dan atas dasar inilah yang mendorong penulis mengangkat sebuah permasalahan
yang dijadikan dalam judul “PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN
PADA SUKU CHAMPA DI DESA NINH THUAN VIETNAM DI TINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM”.
B. Batasan Pembahasan
Penelitian ini tentang pelaksanaan pembagian warisan pada suku Muslim
Champa (sunni) di Desa Ninh Thuan Vietnam di tinjau menurut hukum Islam,
yang mencakup aspek ahli waris, hukum waris, faktor penyebab dan penghalang
kewarisan, unsur-unsur kewarisan, ahli waris dan tingkat keutamaan. Oleh karena
masalahnya terlalu luas maka penulis membatasi penelitian ini terhadap ahli
waris, pelaksanaan pembagian warisan dan ditinjau dari hukum Islam.
C. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pembahasan dalam
penelitian ini adalah:
1. Siapa saja ahli waris yang berhak menerima harta warisan pada masyarakat
Champa di Desa Ninh Thuan Vietnam?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Champa di Desa
Ninh Thuan Vietnam?
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3. Bagaimana pembagian warisanan masyarakat Champa di tinjauan menurut
hukum Islam?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian adalah untuk :
a. Mengetahui ahli yang berhak menerima harta warisan pada suku Muslim
Champa di desa Ninh Thuan, Vietnam.
b. Mengetahui bagamana pembagian harta warisan pada suku Muslim Champa
di desa Ninh Thuan, Vietnam.
c. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembagian waris
pada masyarakat Muslim Champa Desa Ninh Thuan Vietnam.
2. Kegunaan penelitian ini adalah untuk :
a. Menambahkan wawasan penulis dalam bidang ahwal al-Syakhshiyah.
b. Menambahkan rujukan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, khususnya di
Jurusan ahwal al-Syahkshiyah.
c. Memenuhi salah satu  persyaratan dalam menyelesaikan program Strata
Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada
Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, dalam Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
UIN Sultan Syarif  Kasim Riau.
E. Kerangka Teoritis
Hukum kewarisan Islam adalah bersumberkan kepada al-Quran, al-
Sunnah, Ijmak sahabat dan ijtihad mereka dalam masalah tertentu. Di dalam al-
Quran terdapat dua bentuk ayat yang berkaitan dengan pusaka iaitu ayat mujmal
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dan ayat mufassal. Ayat-ayat kategori pertama menjelaskan hak-hak ahli waris
secara umum tanpa menentukan bahagian mereka secara terperinci. Manakala
ayat-ayat kategori kedua iaitu ayat al-mawarith, Allah s.w.t telah menjelaskan
secara terperinci ahli-ahli waris dan kadar bahagian atau saham mereka masing-
masing.
Di antara ayat berbentuk mujmal, firman Allah s.w.t yang bermaksud:
“Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat,
dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa
dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu; iaitu
bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)” SQ an-Nisa’(4):7.
Kemudian orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, yeitu
sebagiannya lebih berhak atas sebagian yang lain menurut (hukum) Kitab Allah;
“sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu” (al-Quran, al-
Anfal 8:75).
Dalam ayat al-mawarith, Allah s.w.t telah menerangkan secara terperinci
mengenai ahli waris-ahli waris dan bahagian mereka masing-masing dalam
pusaka iaitu firman Allah s.w.t yang bermaksud:
1. Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta warisan untuk) anak-
anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki dua dari anak perempuan. Dan
bila anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3
dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Dan bila anak perempuan
itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2 (separuh) harta itu. Dan bagi
ibu bapa (si mati) tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang
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ditinggalkan oleh si mati, dan bila si mayit itu mempunyai anak. Tetapi jika si
mayit tidak mempunyai anak, sedangkan yang mewarisinya hanyalah kedua ibu
bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Dan bila si mayit itu mempunyai
beberapa orang saudara, maka bahagian ibunya ialah 1/6. (Pembahagian itu)
sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah
dibayar hutang. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui
siapa yang di antaranya lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu,
(Pembahagian harta warisan dan penentuan bahagian masing-masing seperti
diterangkan oleh Allah), “sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi
Maha Bijaksana” SQ, an-Nisa’ 4: 11.
2. Bagian suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika
mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak maka
kamu mendapat 1/4 dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan
wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayar hutangnya. Dan bagi kamu
(isteri-isteri) pula 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak
mempunyai anak. Tetapi jika kamu mempunyai anak maka bahagian mereka
(isteri-isteri kamu) ialah 1/8 dari harta kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan
wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayar hutang kamu. Dan jika si
mayit yang diahli warisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan
anak atau bapa, dan meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara
perempuan (seibu), maka bagian keduanya ialah 1/6. Kalau pula mereka
(saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka berkongsi
pada 1/3 (dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan), sesudah
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ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar
hutangnya; wasiat-wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat
(kepada ahli waris-ahli waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari
Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar” al-Quran,
al-Nisa’ (4): 12).
3. Mereka (orang-orang Islam umatMu) meminta penjelasan dariMu (wahai
Muhammad), mengenai masalah kalalah. Katakanlah: ‘‘Allah memberi fatwa
kepadamu dalam perkara kalalah itu, yeitu jika seseorang mati yang tidak
mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi
saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati; dan ia pula
(saudarasaudara lelaki itu) meahli warisi (semua harta) saudara perempuannya,
jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. Kalau pula saudara
perempuannnya itu dua orang, maka keduanya mendapat 2/3 dari harta yang
ditinggalkan oleh si mati. Dan sekiranya mereka ramai, lelaki dan perempuan,
maka bagian seorang lelaki dua banding perempuan“. Allah menerangkan
(hukum ini) kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Dan (ingatlah) Allah Maha
Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu” al-Quran, al-Nisa’ (4):176.
Berdasarkan ketiga-tiga ayat di atas, dapat dirumuskan beberapa hukum
kewarisan berikut:
1. Dasar pembagian kewarisn dalam Islam adalah bahagian ahli waris lelaki yeitu
dua banding satu dengan ahli waris perempuan. Dasar ini dilaksanakan dalam
kewarisan, terutamanya dalam kasus asabah bi al-ghayr. Pembagian pwarisan
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dalam kasus seperti ini hendaklah berdasarkan kaedah bahagian ahli waris
lelaki dua banding satu ahli waris perempuan.
2. Ahli waris ashab al-furud dan asabah bi al-ghayr telah ditentukan bagian
mereka masing-masing. Di antara ahli waris ashab al-furud yang disebut dalam
ayat tersebut ialah anak perempuan, ibu, bapa, suami, isteri, saudara lelaki
seibu, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seibu sebapa dan saudara
perempuan sebapa.
3. Pembagian harta warisan kepada ahli-ahli waris hendaklah dibuat selepas
ditunaikan hutang-hutang si mayit sama ada hutang Allah s.w.t (seperti zakat,
kaffarah dan sebagainya), atau hutang sesama manusia dan sesudah
diselesaikan wasiat yang dibuat oleh si mayit (jika ada) atas kadar 1/3 daripada
jumlah keseluruhan harta pusakanya.
Di samping nas al-Quran dan al-Sunnah, ijmak para sahabat dan tabi’in
juga telah berlaku dalam pembahagian pusaka, iaitu seorang nenek atau dua orang
nenek (ibu kepada ibu dan ibu kepada bapa) mereka sama-sama berkongsi dalam
1/6 bahagian.Demikian juga para sahabat telah melakukan ijtihad mereka dalam
beberapa masalah pusaka, seperti dalam kes al-Umariyyatain, al-Musyarakah,
pewarisan kakek ketika bersama saudara (lelaki atau perempuan) seibu sebapa
atau sebapa, pewarisan dhawi al-arham, dan sebagainya.
Berdasarkan nas-nas di atas dapat dirumuskan bahawa hukum
melaksanakan pembahagian warisan secara faraid adalah wajib
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan pendekatan penelitian
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Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian  hukum sosiologis
atau empiris. Penelitian sosiologis berdasarkan fakta  sosial atau pembuktian
sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat. Penilitian hukum sosiologis ini
menggunakan identifikasi hukum tidak tertulis.
2. Sumber data
Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data
primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan dengan
penelitian ini yaitu masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan. Data skunder
adalah sumber data literatur seperti buku, hukum kewarisan islam Amir
Syafudin, Ilmu Waris Drs. Fatchur Rahman, Hukum Kewarisan Islam Drs.
Hajar M. Fiqih Mawaris, Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-
Shiddieqy, dan sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena berupa
literature pendukung. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Champa
Muslim Sunni. Sedangkan Objek adalah pelaksanaan pembagian warisan yang
dilakukan oleh masyarakat Champa di desa Ninh Thuan.
3. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Champa Muslim Sunni.
Sedangkan Objek adalah pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan oleh
masyarakat Champa di desa Ninh Thuan.
4. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini Populasi di ambil hanya pada masyarakat
Champa Muslim Sunni (Sunnah Waljamaah) dengan jumlah 298 keluarga dari
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2839 orang.18 Sedangkan sampel dalam penelitian ini penulis mengambil
sampel sebanyak 10% yaitu seramai 30 orang dari populasi yang ada, dengan
teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling dan wawancara
untuk mencari kasus-kasus pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat
Champa.
Dalam penelitian ini digunakan purposive sampling, yakni tidak
dilakukan pada seluruh populasi, tapi terfokus pada target artinya bahwa
penetuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang ada pada
masyarakat Champa sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam hal ini
penelitian hanya dilakukan pada masyarakat Champa Muslim Sunni di Desa
Ninh Thuan Vietnam.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian
ini, maka penulis menggunakan empat teknik pengumpulan data dalam
melakukan penelitian ini, yaitu angket, wawancara, observasi dan
dokumentasi:
a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada
responden secara terarah sesuai dengan persoalan yang diteliti.
b. Observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung kelapangan atau
melihat kelokasi penelitian.
18Isa Tam (60thn) Ketua Komunitas Masyarakat Champa Champa di Ninh Hai,
wawancara. Tanggal 15 Mei 2012
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c. Studi perpustakaan. yaitu dengan mentelatah buku-buku yang berkaitan
dengan penelitian ini.
6. Spesifikasi penelitian
Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan maka penulis
menggunakan spesifikasi penelitian yaitu:
a. Deskripsi. Yaitu dengan jalan menggambarkan secara tepat masalah yang
sedang di teliti sesuai dengan data yang diperolehi kemudian di analisis.
b. Metode deduktif. Yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum
dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu, kite hendak menilai
sesuatu kejadian khusus.
G. Sistematika Penulisan
Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis, kemudian
disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistimatika penulisan sebagai berikut:
Bab Pertama pendahuluan memuatkan latar belakang masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, kerangka teoritis,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab kedua Hukum kearisan Islam menggambarkan teori kewarisan Islam,
pengertian dan dasar-dasar hukum, faktor penyebab dan penghalang kewarisan,
unsur-unsur kewarisan, ahli waris dan tingkat keutamaan.
Bab Ketiga berisi lokasi penelitian Berisi, Historis, geografis dan
demografis, mata pencarian pendidikan, sosial budaya, dan agama
Bab keempat pelaksanaa waris pada suku Champa Berisi uraian ahli waris,
pelaksanaan pembagian harta waris, tinjauan hukum Islam.
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Bab kelima penutup, kesimpulan dan juga di juga sertai dengan saran.
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BAB II
HUKUM KEWARISAN ISLAM
A. Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum
Warisan atau kewarisan yang sudah  populer  dalam bahasa
Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu: ةثراو - اثرو – ثري - ثرو yang berarti
pindahnya harta si Fulan kepada si Fulan.1 Bisa juga diartikan dengan mengganti
kedudukan, seperti firman Allah SWT dalam SQ an-Naml ayat 16:

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud”.2.
Secara etimologi, kata mawaris berasal dari bahasa Arab warasa yang
berarti harta pening galan orang yang telah meninggal dunia yang akan dibagikan
kepada ahli warisnya. Dalam kitab-kitab fiqih, warisan lebih sering disebut
dengan faraid yang berarti ketentuan. Pengertian ini didasarkan atas firman Allah
SWT dalam SQ az-Zumar ayat 74:






Artinya: “Dan mereka mengucapkan:"Segala puji bagi Allah yang telah
memenuhi janjiNya kepada Kami dan telah (memberi) kepada
Kami tempat ini sedang Kami menempati tempat dalam syurga di
mana saja yang Kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik
Balasan bagi oran-orang yang beramal”.3
1Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PTH idakartya Agung,1989), cet.3,
hlm.496
2Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, op, cit, hlm.27
3Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, op, cit, hlm.413
22
F a r i d di arti mawaris hukum waris-mewarisi, dimaksudkan sebagai
bagian atau ketentuan yang diperoleh oleh waris menurut ketentuan syara.4 Ilmu
yang mempelajari pembagian harta warisan disebut ilmu mawaris atau lebih
dikenal dengan istilah faraid yang merupakan bentuk jama’ dari kata faraidah
yang artikan ulama faraiyun semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang
telah ditentukan kadarnya. Kata fard sebagai suku kata faraidah menurut arti
antara lain:
1. Taqdirya itu suatu ketentuan.
2. Qat’u,yaitu ketentuan yang pasti.
3. Inzal, yaitu penurunan
4. Tabyin, yaitu penjelas.
5. Ata” yaitu beri
Kelima kata tersebut di atas dapat digunakan sebagai ilmu faraid yang
mengandung pengertian saham-saham atau bagian yang telah ditentukan kadar
besar kecilnya dengan pasti dan telah dijelaskan oleh Allah SWT. Tentang
halalnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.5
Pengertian di atas, memberikan penjelasan bahwa dengan adanya suatu
kematian, maka dengan sendirinya akan terjadi suatu proses perpindahan harta
warisan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Namun demikian perbedaan
pendapat dikalangan ulama tentang obyek yang dapat di jadikan warisan.
Muhammad Ali ash-Sabuni mengatakan, pengertian di atas mempunyai cakupan
yang lebih luas, karena tidak hanya menyangkut harta saja, melainkan juga
4Zakiah Daradjat, op,cit, hlm. 2
5Fatchurrahman, op, cit, hlm. 32.
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mengenai ilmu atau kemuliaan. Termasuk dalam pengertian ini adalah sabda
Rasulullahsaw:
ءایبنلأا ةثرو ءاملعلا)دود وبا هور(
Artinya: “Ulama Warisi Nabi” (Hadis RiwayatAbu Daud, Dinilai sahih oleh
al-Albani).6
Hadis ini mengisyaratkan bahwa Nabi mewariskan sesuatu kepada para
ulama padahal Nabi tidak pernah mewariskan harta ataupun uang, tetapi
mewariskan ilmu. Dengan demikian, siapapun yang mempelajari ilmu (agama),
bermakan mewarisi ilmu dari Nabi.7
Sementara  itu, Muhammad Hasbi ash-Siddieqy berpendapat, tarikat-
tarikat ialah apa yang ditinggalkan seseorang sesudah dia meninggal dunia, baik
berupa harta maupun berupa hak yang bersifat harta atau hak yang lebih kuar
unsur hartanya terhadapa hak peroangan, tanpa melihat siapa yang berhak
menerima. Maka segala yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal
dikatakan sebagai tirkah.8
Secara terminolgi, mawaris dikhususkan untuk satu bagian yang diterima
ahli waris dari pewarisnya yang telah ditetapkan oleh syara’ Sebagian Ulama
Faradiyun mendifinasikan ilmu faraid sebagai berikut:
 نم بجولاردق ةفرعم ىلا لصوملا باسحلا ةفرعمو ثرلإاب قلعتملا ھقفلا
6Hafiz, al-Munziry, Sunan Abi Daud, terj. Bey Arifin, dkk, (Semarang:Asy-Syifa', 1993),
cet. 5, hlm.196.
7Muhammad, Ali, ash-Sabuni, Hukum Waris, terj. Abdul Hamid Zahwan, (Bandung:
Pustaka Mantiq, 1994), cet. 1, hlm.31.
8Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Fiqihul Mawaris, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
2001), cet. 2, hlm.9.
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قح يذلكل ةكرتلا.
Artinya: “Ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta warisan dan
pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan
kepada pembagian harta warisan tersebut dan pengetahuan tentang
bagian-bagian yang wajib dari harta warisari bagi semua pihak
yang mempunyai hak”.9
Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya “Fiqh Mawaris”
mendefinisikan ilmu faraid sebagai berikut:
 ةیفیكو ثارو لك رادقمو ثری نم فرعی ملععیزوتلا
Artinya: “Ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan
tidak mewarisi, kadar yang diterima setiap ahli waris dan cara
pembagiannya”.10
Dari ayat dan Hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber dari ajaran
Islam hanya ada tiga, adapun operationalnya dapat melihat kepada situasi dan
kondisi yang berkembang. Ketiga sumber ajaran Islam tersebut membentuk
hubungan sirkular dan saling berdialog untuk kemudian menemukan makna dan
pengertian yang terkandung dalam ayat al-Quran, Sunnah Rasul, dan Ijtihad.
Dimana dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.Al-Qur’an
Allah SWT dengan tegas menghilangkan bentuk kezaliman yang biasa
menimpa dua jenis manusia lemah, yakni wanita dan anak-anak. Allah SWT
menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifan-Nya serta dengan penuh
keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh.
9Dian Khairul Umam, Fiqhul Mawaris, (Pustaka: Bandung Setia, 2000), cet. 1, hlm.6
10Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, op, cit, hlm.6
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Dalam ayat tersebut Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak waris secara
seimbang, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki
maupun wanita.
Juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit,
maupun pewaris itu rela atau tidak rela, yang pasti hak waris telah Allah
tetapkan bagi kerabat pewaris karena hubungan nasab. Sementara di sisi lain
Allah membatalkan hak saling mewarisi di antara kaum muslim yang
disebabkan persaudaraan dan hijrah. Meskipun demikian, ayat tersebut
tidaklah secara rinci dan detail menjelaskan jumlah besar-kecilnya hak waris
para kerabat. Sebagaimana firman Allah dalam SQ An Nisa ayat 7:








Artinya; ”bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian
yang telah ditetapkan”.11
Dalam al-Qur’an diatur pula perolehan anak dengan tiga garis hukum,
perolehan ibu bapak dengan tiga garis hukum serta penegasan tentang
permasalahan wasiat dan hutang si mayit. Firman Allah dalam SQ An Nisa ayat
11:
11Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, op, cit, hlm.79
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





















Artinya: ”Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang
anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak
perempuan,12dan jika anak itu semuanya perempuan lebih
dari dua,13Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka
ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-
bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;
jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia
diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat
sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa
saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
12Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih
berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat SQ An
Nisaa (4) ayat 34)
13Lebih dari dua Maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang di amalkan Nabi.
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pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang
ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang)
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui
siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana”.14
Ditegaskan pula dalam al-Qur’an Surah an-Nisa yang mana ayat
tersebut mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal Wasiat dan
hutang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan
perolehan saudara-saudara dalam hal kalalah,15 dengan dua garis hukum, soal
wasiat dan hutang,16 sebagaimana firman Allah dalam SQ An Nisa ayat ayat 12:



















14Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, op, cit, hlm.77
15Kalalah Ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak
16Sajuti Tholib, op, cit, hlm4
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



Artinya: ”dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak,
Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat
atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para
istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau
(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang
mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau
seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi
masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam
harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari
seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada
ahli waris).17 (Allah menetapkan yang demikian itu
sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.18
Dalam Al Qur’an Surat An Nisa mengatur mengenai mawali
seseorang yang mendapat harta peninggalan dari orang tuanya, dari kerabat-
kerabatnya, dari saudara seperjanjiannya, serta perintah agar pembagian harta
tersebut dilaksanakan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam SQ an-
Nisa ayat 33:
17Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan
lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan.
Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.
18Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, op, cit, hlm.79
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






Artinya: “bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan
pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang
kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka
berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah
menyaksikan segala sesuatu”.19
2. Hadish
Sebagaimana sumber hukum Islam yang kedua yakni Sunnah atau Hadis.
Dalam hal waris juga telah di perjelas bagaimana tentang hukum-hukum waris
Islam sebagaimana yang telah di ajarkan oleh Rasulullah saw:
 ملسو ھیلع الله ىلص الله لوسر لاق سابع نبا نع " ضءارفلا اوقحلا
اھلھآب ,لجر ىلْولأ وھف ىقب امفركذ
Artinya: “Ibnu Abbas r.a. berkata, Rasuullah SAW bersabda,
“berikanlah bagian harta warisan kepada ahlinya,
selebihnya diperuntukkan bagi lakilaki yang paling
dekat”.20 HR. Bukhari dan Muslim.
19 Ibid, hlm. 89
20Hadits Bukhori ke 2153, Merujuk kepada Shahih Bukhori, Al Imam  Zainuddin Ahmad
bin Abdul Lathif Az Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, (Bandung: Mizan, 2002), cet.1, hlm 895
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 ىضقف تخاو نا تنبو تنب ىف نع ىلاعت الله ىضر دوعسم نبا نع
الله لص ىبنلا" ىقب امو ةثلثلا ةلمكت سدسلا نبلإا ةنبلإو فصنلا ةنبلإل
تخلألق
Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud r.a. tentang (bagian warisan) anak
perempuan, cucu perempuan dan anak laki-laki dan
saudara perempuan. Maka Nabi menetapkan,“bagi
anak perempuan seperdua, cucu perempuan darianak
laki-laki seperenam sebagai genapnya dua per tiga dan
sisanya untuksaudara perempuan”.21 (HR. Bukhari)
3. Di antara ijma’ dan ijtihad yang berkenaan dengan kewarisanadalah:
a. Status saudara-saudara bersama dengan kakek. Dalam al-Qur’an masalah
ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah kalalah. Akan tetapi, menurut
kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin
Sabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian waris secara muqasamah
bersama dengan kakek.
b. Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripa dakakek yang
akan diwarisi dan mewarisi bersama-bersama saudara-saudara ayahnya.
Ada yang berpen dapat cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian
warisan karena terhijab  oleh saudara-saudaranya.
Melihat dasar-dasar di atas, mengindikasikan bahwa umat Islam harus
melaksanakan peraturan-peraturan yang  disyariatkan Islam yang ditujukan oleh
Nas sahih. Demikian pula dalam pembagian harta pusaka, merupakan suatu
ketentuan yang telah ditetapkan dalam nas.
B. Faktor Penyebab Dan Penghalang Kewarisan.
21Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az Zabidi, loc. cit., hlm 895.
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Hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh
dua faktor, yaitu adanya hubungan darah atau kekerabatan dan adanya hubungan
perkawinan. Hubungan kerabat ditentukan pada saat terjadinya peristiwa
kelahiran.
Pada tahap awal, seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai
hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya itu. Hal itu tidak dapat
dibantah, karena anak tersebut secara nyata keluar dari rahim ibu.22 Hubungan
darah ini bersifat alamiah, dan berlaku sejak awal adanya manusia. Dengan
berlakunya hubungan kerabat antara seorang anak dengan ibunya, berlaku pula
hubungan darah dengan orang-orang yang lahir dari ibu yang sama. Artinya,
bahwa di antara sesama saudara seibu mempunyai hubungan darah, yang
menyebabkan mereka saling berhubungan kewarisan.
Selanjutnya seseorang yang lahir mencari hubungan pula dengan laki-laki
yang menghamili ibunya sehingga ia lahir. Bila dapat dipastikan secara hukum
laki-laki yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, hubungan kekerabatan
berlaku pula antara yang lahir dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir, atau
disebut ayah.
Seorang laki-laki baru dapat dikatakan sebagai penyebab hamil seorang
perempuan, bila sperma laki-laki itu bertemu dengan ovum perempuan. Dengan
adanya perempuan itu, menyebabkan terjadinya pembuahan yang menghasilkan
janin dalam perut ibu. Inilah sebab hakiki adanya hubungan kekerabatan antara
seorang anak dengan seorang ayah.
22Yusuf Musa, al-Nasabu wa Asrubu, (Kairo: Dar al-Ma’rifah, 1967), cet. 2, hlm. 14
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Penyebab hakiki di atas tidak dapat diketahui, sementara hukum harus
didasarkan kepada sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata yang dijadikan sebagai
pengganti sebab hakiki itu disebut mazinnah,23 atau rechtsvermoeden. Terhadap
hubungan kekerabatan, mazinnahnya adalah aqad nikah yang sah antara ayah dan
ibu.
Ulama berbeda pendapat, semata-mata aqad nikah apakah sudah cukup
untuk menentukan hubungan kekerabatan. Mayoritas fukahak berpendapat bahwa
semata-mata aqad nikah belum menjamin terjalinnya hubungan kekerabatan.
Syahnya hubungan karabat, selain didahului oleh aqad nikah yang sah,
disyaratkan pula bahwa diantara keduanya sudah berhubungan kelamin. Ulama
hanafi mengatakan bahwa semata-mata aqad nikah yang sah, sudah cukup untuk
menetapkan hubungan kekerabatan.24
Kedua kelompok ulama di atas sepakat bahwa sebab hakiki adanya
hubungan darah adalah hubungan kelamin yang menghasilkan janin, tetapi karena
tidak nyata maka diganti dengan mazinnahnya. Keduanya juga sepakat bahwa
mazinnah yang dapat dijadikan ilat hukum adalah aqad nikah. Bila sebab hakiki
itu tidak mungkin dibuktikan, apakah semata-mata mazinnah sudah cukup kuat
untuk dijadikan bukti.
Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Jumhur ulama menetapkan
bahwa mazinnah itu tidak lagi diperhatikan bila dipastikan bahwa yang menjadi
23Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, (Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974),
cet.1 hlm. 64
24Yusuf Musa, op. cit, hal.7
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sebab hakiki itu tidak ada.25 Sedangkan ulama hanafi menetpkan bahwa yang
dijadikan dasar tetap mazinnah.
Mujtahid terdahulu sepakat bahwa masa minimal hamil adalah selama 6
(enam) bulan.26 Artinya, bahwa masa minimal jarak waktu antara pernikahan
dengan kelahiran anak adalah selama 6 (enam) bulan.
Kehamilan enam bulan telah menghasilkan janin yang sempurna,
sedangkan janin tidak sempurna bila kelahiran kurang dari enam bulan. Batas
minimal enam bulan ini diisyaratkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 14 dan
mengkaitkannya dengan surat Al-Ahqaf ayat 15. Ayat 14 mengatakan bahwa
masa menyusu itu selama dua puluh empat bulan, sedangkan ayat 15
menyebutkan pula bahwa masa hamil dan menyusui selama tiga puluh bulan.
Dengan menghubungkan kedua ayat ini, dapat dipahami bahwa masa minimal
hamil adalah selama enam bulan.
Kelahiran terjadi ketika ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan,
anak yang lahir mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayahnya, kecuali jika
ayah mengingkarinya dalam sumpah Li’an.27Adapun masa maksimal hamil
25Ibnu subki, al-Jam’u al-Jawami’, (Kairo : Musthafa al-babi al-halbi, 1937), cet.3
hlm.278
26Yusuf Musa, op. cit, hlm. 13
27Sumpah Li’an adalah sumpah seorang suami yang mengetahui istrinya berbuat zina,
tetapi tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Sumpah ini dilakukan sebanyak empat kali,
dan pada kali yang kelima mengatakan bahwa seandainya ia dusta dalam sumpahnya, ia akan
dikutuk oleh Allah.  Sumpah ini membawa dampak hukum, yaitu terjadinya perceraian untuk
selamanya dan anak yang lahir bukan anak dari suami yang mengadakan sumpah Li’an. Mengenai
Li’an, lihat Al-Quran surat An-Nur ayat 5 dan 6.
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terdapat perbedaan pendapat ulama. Abu Hanifah menetapkan bahwa maksimal
hamil adalah dua tahun.28 Dasarnya adalah Atsar dari Aisyah, yaitu:
لزعملا دومع لظ لوحتی ام ردقب نیتنس ىلع لمحلا ىف ةءارملا دیزت ام) ُهاَوَر
 ٌمِلْسُم(
Artinya: “Perempuan tidak akan menambah masa hamilnya melebihi
dua tahun dengan sepergeseran bayang-bayang tiang yang
berdiri” HR. Muslim.29
Atas dasar pendapat. Abu Hanifah ini, bila istri yang sudah bercerai
melahirkan anak dalam masa dua tahun dari waktu tahun dari waktu
perceraiannya, anak tersebut adalah anak dari suami yang menceraikannya. Imam
Syafi’e berpendapat hasil penelitiannya menetapkan maksimal masa hamil
menetapkan 4 (empat) tahun.30 Pendapat yang kuat di kalangan ulama Hanbali,
meskipun juga ada pemikiran dari Ahmad bin Hanbal yang mengatakan duat
tahu.31
Perbedaan pendapat itu disebabkan tidak adanya alasan yang kuat yang
dapat dijadikan hujjah. Selain itu, ketika itu belum ada sesuatu cara untuk
menentukan apakah seseorang perempuan yang bercerai dari suaminya ketika ia
bercerai tersebut hamil atau tidak. Bila ada suatu cara dapat dipakai untuk
28Kamaluddin ibn al-Humam, Fath al-Qadir, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halbi, 1970),
cet. 4, hlm. 262.
29Atsar tersebut diriwayatkan oleh Daruquthni dan Bhaihaqy. Lihat Fatchurrahman, Ilmu
Waris, (Bandung : PT. al-Ma’arif 1981), cet. 1, hlm.203
30Jalaluddin al-Mahalili, Sarb al-Minhaj al-Thalibin (Kairo: Dar al Ihya’ al-Kutub al-
Arabi tt), cet. 8, hlm. 44
31Ibnu Qudamah, al-Mugbni, (Kairo: Maktabah al- Qahiriyah, 1970), cet.7, hlm.121
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menentukan kehamilan seseorang perempuan, maka cara itu tidak dapat
dihindarkan begitu saja, misalnya melalui pemeriksaan di laborattorium.
Perampuan yang akan melangsungkan perkawinan atau hubungan kelamin
setelah akad nikah dapat memeriksaan rahimnya di laboratorium yang bertujuan
memastikan apakah wanita tersebut hamil atau tidak, karena kemungkinan
perzinaan akan sulir diakui oleh yang bersangkutan yang berpeluang kepintu
penceraian. Pemeriksaan itu sangat bererti untuk legimitasi seseorang sebagai ahli
waris dalam hubungan kerabat. Selain itu. Kelaziman masa minimal kehamilan
perempuan Indonesia melebihi dari aturan fiqh yang dikemukakan. Oleh karena
itu, pemeriksaan rahim perempuan tidak hanya dilakukan sebelum melangsungkan
pernikahan saja, tetapi juga dilakukan jika terjadi penceraian.
Hubungan kewarisan juga dapat terwujud disebabkan adanya kelahiran
yang pernikahannya terjadi secara subhat. Subhat itu ada dua macam, yaitu
subhat.32 perbuatan dan subhat aqad. Subhat perbuatan adalah hubungan kelamin
yang terjadi antara laki laki dengan perempuan dalam keadaan tertentu yang
masing masing mengira bahwa yang digaulinya adalah pasangan yang sah.
Sedangkan subhat aqad adalah hubungan kelamin yang terjadi karena aqad yang
sah, tetapi kemudian ternyata pasangan itu tidak sah dinikahinya, kelahiran
disebabka oleh hubungan kelamin secara subhat, baik subhat aqad maupun
32Perkawinan secara subhad, menurut kesepakatan ulama pelakunya tidak dihukum
berdosa dan tidak dikenakan sangsi had, kerana perbuatan itu berlangsung atas suatu kekeliruan.
Subhad secara etimologi bererti kesamaran atau ketidakpastian. Menurut Fiqkih adalah sesuatu
yang diraggukan keberadaannya, antara hak dan batil dari segi lahiriyah adalah batal, tetapi kerana
tidak mungkin dibebani dengan sangsi hokum, sehingga menjadi hak.
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subhad perbuatan, menyebab terjadinya hubungan kewarisan antara anak yang
lahir denagn yang mengbuahinya secara subhat itu.33
Hukum Islam juga membenarkan adanya hubungan kerabat atas dasar
pengakuan.34 Untuk sahnya pembuktian kekerabatan ini diperlukan beberapa
pensyaratan. Pertama, ada orang yang hilang, da nada pula pihak keluarga yang
kehilangan. Kedua dari segi usia antara orang yang hilang dengan pihak keluarga
keluarga yang kehilangan adalah pantas berhubung kerabat. Terakhir kedua pihak
sama-sama mengakui bahwa mereka memang behubungan kerabat.35
Selain hubungan kerabat, adanya hubungan kewarisan juga disebabkan
terjalilnya hubungan perkawinan. Ayat 12 surat an-Nisa’ menyatakan adanya hak
kewarisan antara suami istri suami istri dan istri didasarkan kepada dua iaitu:
Ketentuan Pertama, bahwa antara keduanya telah berlangsung aqad nikah yang
sah.36 Aqad yang tidak sah dalam segala bentuknya tidak menyebabkan adanya
hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, termasuk hubungan
kewarisan.37 Semata-mata berlangsung aqad nikah yang sah, dengan
meninggalnya salah satu pihak, pihak yang hidup lebih lama sudah berstatus
sebagai ahli waris.38
33Muhammad Jawwad Mughniyah, al-Abwal al-Sakhsiyah, (labanon: dr al-Almi 1967),
cet. 1, hlm,79-80
34Kamaruddin ibn Humam, Usul Fiqh, (Kairo: Mathaba’ah al-Adabi, 1969), cet.4 hlm.
393
35Ibid
36Muhammad al-Khudlary Bey, Ushul Fiqh, (kairo: Mathaba’ah Tijariyah al-Kubra,
1938), cet.1, hlm.155
37Abu Zahra, al-Ahwal al-Shakhsiyyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-arabi, t.th, tt), cet.1, hlm.
176
38Lihat Ibnu Qudamah, cet. 4, op cit, hlm. 328
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Ketentuan kedua, bahwa diantara suami dan istri masih belangsung ikatan
perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak. Termasuk dalam ketentuan
ini jika salah satu pihak meninggal dunia , sementara ikatan perkawinan telah
putus dalam bentuk talaq raj’i. seseorang perempuan yang sedang menjalani idah
talak raj’i tetap berstatus sebagai istri dengan segala akibat hokum, kecuali
hubungan kelamin; karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan
terjadinya penceraian.39
Kedua factor yang menyebab adanya hubungan kewarisan di atas, tidak
secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak atas harta warisan. Dalam hal ini
terdapat pula dua factor yang mengakibatkan mereka terhalang sebagai ahli waris,
yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dan beda agama di antara ahli
waris dengan waris.
Pembunuhan sebagai penghalang kewarisan didasarkan kepada hadis
riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah:
 لاق م ص الله لوسر نع ھنع الله يضر هریرھ ىبا نع :ثریلا لتاقلا). وبا هور
ھجدم نبا و دود(
Artinya: “Dari dari Abu Hurairah ra. Dari Rasul Allah saw berkata:
pembunuhan tidak berhak sebagai ahli waris”.40
Hadis diatas cukukp kuat hingga dapat dijadikan hujjah. Namun masih
terdapat perbedaan pendapat tentang pembunuhan yang menjadi penghalang
kewarisan dan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang. Pendapat yang kuat
39Kamaludin ibn Human, op cit, hlm.175
40Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (kairo: Mustafa al-Babi al-Halbi, Jilid II, tt), cet. 5, hlm
909
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di kalangan ulama’ Syafie menetapkan setiapp pembunuhan menjadi penghalang
untuk menerima harta warisan. Namun pendapat yang lemah menyatakan bahwa
pembunuhan secara hak tidak menjadi halangan untuk mewarisi.41
Sedangkan pada Maliki dan pengikutnya menyatakan bahwa pembunuhan
yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan sengaja. Sedakan
pembunuhan tersalah tidak menghalangi hak kewarisan. Ulama’ Hambali
mengatakan bahwa pembunuhan tidak secara hak dan melawan hukum menjadi
halangan mewarisi.sedangkan pembunuhab secara hak dan tidak melawan hukum
tidak mengakibatkan terhalang seseorang dalam kewarisan.
Ulama Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan yang terhalang kewarisan
adalah pembunuhan yang dikenakan sanksi qias. Pembunuhan yang tidak belaku
baginya qias meskipun disengaja, seperti pembunuhan dilakukan oleh anak-anak
kerana dipaksa, atau terpaksa, tidak menjadi penghalang kewarisan. Sementara
kelompok Khawarij mengatakan bahwa pembunuhan tidak menjadi penghalang
kewarisan. Alasan yang mereka kemukakan bahwa al-Quran tentang hak
kewarisan tidak menyebutkan adanya penghalang, sedangkan hadis tidak kuat
untuk mebatasinya.42
Terhalangnya orang yang membunuh menerima kewarisan disebabkan tiga
alasan pertama, pembunuhan itu memutuskan hubungan kerabat sebagai penyebab
adanya hubungan kewarisan. Dengan putusnya sebab, putus pula musabbab, yaitu
hukum yang menetapkan hak kewarisan. Kedua, yeitu pembunuhan adalah suatu
41Sarbani Khatib, Mughni al-Muhtaj, (Mekah: Dar al-Katib al-Arabiyah, tt), cet.3 hlm 24
42Najamuddin Ja’far ibnu Husein, sarai’ al-Islam, (Teheran: Mansurah al-A’ la1969),
cet.3 hlm.13
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kejahatan, sedangkan hak sebagai keniakmatan. Ketiga, untuk mencegahkan
seseorang yang sudah ditentukan akan dapat warisan.
Selain pembunuhan, berbeda agama juga termasuk sebagai penghalang
kewarisan. Dasar hadis adalah:
لا نا امھنع الله يضر دیز نب ةماسا نعلاق م ص يبن : رفكلا ملسملا ثری لا
 ملسملا)ىراخبلا و ملسم هور(
Artinya: “Seseorang Muslim tidak menjadi ahli waris orang yang
bukan Muslim, dan orang yang bukan Muslim tidak pula
menjadi ahli waris dari orang muslim (HR. Bukhari dan
Muslim).43
Berbeda agama mengakibatkan tidak adanya wilayah di antara sesama
mereka. Tidak adanya wilayah non muslim terhadap muslim dapat di pahami
dalam surah an-Nisa’ ayat 14. Imam Maliki, dan Imam Ahmad, dan Syafi’e
mengatakan bahwa seluruh harta murtad disimpan di Ka Negara. Jika ia mati atau
di bunuh dalam peperangan, harta tersebut bersetatus Fai’ (kepentingan Umum).
Jika si murtad kembali ke Islam, harta itu dikembalikan lagi kepadanya.44
C. Unsur-Unsur Pewarisan
43Al-Bukhari, Sahibu al-Bukhari, (kairo: Daru wa mathaba’ u al-Sya ‘bi,tt), cet. 6, hlm.94
44Fatchurrahman. op, cit. hlm.155
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Untuk terlaksananya pewarisan yaitu beralihnya harta orang yang
meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup diperlukan adanya tiga
unsur pewarisan, yaitu.45:
Unsur pertama yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta
peninggalan. Untuk dapat dikatakan sebagai pewaris disyaratkan dia harus sudah
meninggal dunia baik secara hakiki maupun secara hukmi. Mati hakiki yaitu
berpisahnya nyawa dari raga, sedangkan mati secara hukmi yaitu seseorang
dinyatakan mati berdasarkan keputusan pengadilan, sedangkan orangnya ada
kemungkinan sudah mati atau mungkin masih hidup, seperti dalam kasus orang
yang mafqud.
Unsur kedua yaitu orang yang berhak atas harta peninggalannya pewaris
karena ia dengan pewaris ada hubungan kekerabatan atu ikatan perkawinan. Ahli
waris disyaratkan harus dalam keadaan hidup meskipun hanya sesaat ketika
pewarisnya meninggal dunia, baik hidup secara hakiki maupun hidup secara
hukmi.
Unsur ketiga yaitu apa-apa yang ditinggalkan pewaris, yang dalam al-
Qur’an disebut dengan mataraka. Harta warisan ini bisa berwujud benda, baik
benda tetap maupun benda bergerak, hak-hak yang mengandung makna benda,
seperti piutang, diyat dll. Adapun hak-hak keperibadian, seperti status, jabatan,
hak menceraika istri, meli’an istri, dan lain-lain, tidak dapat diwariskan.
45Muhammad bin Ali as-Syaukani, Irsyad al-Fubul, (kairo: Maktabah as-Sa adah 1327H),
cet.3, hlm. 221
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Apabila salah satu rukun di atas dengan syaratnya tidak terpenuhi maka
tidak akan terjadi pewarisan, seperti ada yang mempunyai harta kekayaan cukup
banyak, tetapi dia belum meninggal dunia, maka hartanya belum bisa diwarisi,
atau dia sudah nmeninggal dunia, tetapi tidak mempunnyai ahli waris seorangpun,
maka pada dasarnya tidak terjadi juga pewarisan.
D. Ahli Waris dan Tingkatan Keutamaan
Ahli waris. Adapun tingkatan-tingkatan ahli waris adalah sebagaiberikut:
1. Golongan ahli waris yang mempunyai bagian tetap (Ashhabul furudh). Yakni
ahli waris yang mendapat harta warisan dengan ketentuan seperti yang telah
ditentukan dalam SQ Al-Anfal ayat 75. Golongan ini mendapat giliran pertama
dalam perolehan harta warisan.
2. Golongan Asabah Nasabiyah. Yakni orang-orang yang mendapat bagian dari
kelebihan harta warisan setelah dibagikan kepada orang-orang yang mendapat
bagian tetap (ashhabul furudh) Golongan ini memperoleh seluruh harta
warisan jika tidak ada golongan ahli waris lainnya, yang termasuk golongan
ini seperti anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) jika tidak ada anak laki.
3. Mengembalikan kelebihan harta warisan kepada zawil furud. Jika terdapat
kelebihan harta warisan, tetapi tidak ada golongan ahli waris yang menerima
harta warisan berdasarkan system kelebihan (asabah nasabiyah), maka
kelebihan itu diberikan kepada zawil Furud sesuai dengan bagiannya
masing-masing, kecuali kecuali suami-istri. Suami-istri tidak termasuk
golongan ini karena mereka menerima warisan hanya karena adanya hubungan
perkawinan.
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4. Membagi harta warisan kepada zawil arham. Yakni kerabat pewaris tetapi
tidak termasuk kelompok zawil furud maupun asabah. Golongan ini dapat
menerima bagian harta warisan dengan ketentuan tidak adanya kedua
golongan tersebut.
5. Mengembalikan harta warisan kepada Suami-Istri, Pengembalian harta
warisan kepada salah seorang diantara suami-istri dapat dilakukan karena
adanya ikatan hubungan perkawinan.46
6. Mendapatkan bagian harta warisan karena suatu sebab. Seseorang dapat
memperoleh harta warisan karenaa danya suatu sebab, yaitu sebab
memerdekakan budak, baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi pada zaman
sekarang ahli waris ini tidak adalagi, hanya sebagai wacana.
7. Mendapat bagian harta warisan karena wasiat. Seseorang dapat memperoleh
bagian harta warisan karena adanya pemberian wasiat dari pewaris. Kadar
maksimal wasiat ini adalah sepertiga (1/3) dari harta pusaka. Perolehan kadar
lebih dari sepertiga (1/3) dapat diperbolehkan jika pewaris meninggal tanpa
adanya ahli waris atau dengan persetujuan para ahli warisnya.
8. Menyerahkan harta peninggalan kepada kaum muslimin. Jika seseorang
meninggal dunia tanpa  meninggalkan ahli waris seorangpun, maka harta
peninggalan diserahkan kepada kaskeuangan kaum muslimin (baitul mal),
harta tersebut kemudian digunakan untuk kemaslahatan umat.47
Syari’at Islam juga menetapkan bagian yang di perolehan bagi ahli waris
yang dikenal dengan furud al-muqaddar yang terdiri dari 6 bagian,yakni:
46Muhammad Ali ash-Sabuni, op. cit, hlm.32
47Ibid.
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1. Ahli warisyang memperoleh bagian setengah (1/2), terdiri dari 5 orang,yaitu:
a) Anak perempuan,bila ia sendirian.
b) Cucu perempuan, bila ia sendirian.
c) Saudara perempuan kandung, bila ia sendirian.
d) Saudara perempuan seayah, bila ia sendirian.
e) Suami,bila tidak ada bersamanya anak atau cucu dari pewaris.48
2. Ahli waris yang memperoleh bagian seperempat (1/4), terdiri dari 2 orang,
yaitu:
a) Suami, bila ia mewarisi bersama dengan anak, cucu dari pewaris.
b) Istri,bila tidak ada bersamanya anak dari pewaris.
3. Ahli waris yang memperoleh bagian seperdelapan (1/8), hanya seorang yaitu
istri, bila ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.49
4. Ahli waris yang  memperoleh bagia dua pertiga (2/3), terdiri dari 4 orang,
yaitu:
a) Dua orang anak perempuan atau lebih, tidak bersama anak laki-laki.
b) Dua orang cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki.
c) Dua orang kandung perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.
d) Dua orang saudara seayah perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.
5. Ahli waris yang memperoleh bagian sepertiga (1/3), terdiri dari 2 orang,yaitu:
a) Ibu, bila bersamanya tidak ada anak atau cucu, atau saudara.
b) Beberapa orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
6. Ahli waris yang memperoleh bagian seperenam (1/6), terdiridari 7 orang yaitu:
48Amir Syarifuddin, op, cit, hlm.229
49Fatchurrahman, op. cit, hlm.130.
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a) Ayah,bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.
b) Ibu, bila bersamanya ada anak atau cucu atau saudara-saudara.
c) Kakek,bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.
d) Nenek melalui ayah, atau melalui ibu,seorang atau lebih.
e) Cucu perempuan, bila bersama dengan seorang anak perempuan.
f) Saudara seayah perempuan, bila bersama dengan seorang saudara kandung
perempuan.
g) Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan.
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Tinjauan Historis
Kerajaan Champa adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di sebuah
wilayah, yang sekarang dikenal sebagai Negara Vietnam tengah dan selatan, asal
masyarakat Champa adalah masyarakat Melayu Polisia,1 pada tahun 192 M
hingga 1832 M. Selama beberapa abad menguasai wilayah tersebut.
Champa (Chăm Pa dalam bahasa Vietnam atau Chiêm Thành dalam cacatan Hán
Việt) merupakan kerajaan yang mengawal selatan dan tengah Vietnam antara
antara abad ke-7 hingga 1832. Pemerintahan Champa terdiri dari 14 dinasti. Nama
Champa telah wujud sejak 658M dalam satu prasasti Sanskrit yang dijumpai di
selatan Vietnam Tengah sekarang.2 Mengikut sumber Sanskrit, Champa diterajui
Bhadravarnom. Kerajaan Champa mendapat pengaruh China pada akhir kurun ke-
13 dan pengaruh ini telah lenyap pada kurun ke-15.
Cacatan awal masyarakat Champa terdapat dalam manuskrip China yang
dicatat oleh dua orang wakil Maharaja Wu, bernama Kang Thai dan Zhu Ying,
bertarikh pertengahan abad ke3 Masihi. Rekod itu adalah keterangan tentang
Kerajaan Funan dan dinyatakan bahawa Kerajaan Funan terletak lebih dari 3000
li3 ke barat Negara Lin Yi'. Dimana kerajaan Champa mulai berdiri pada tahun
1Rumpun bahasa Melayu-Polinesia adalah sebuah cabang utama dari rumpun bahasa
Austronesia yang mencakup semua bahasa Austronesia yang dipertuturkan di luar Taiwan dan
memiliki jumlah penutur sekitar 351 juta jiwa. Secara luas Bahasa-bahasa Melayu-Polinesia (MP)
terbagi dalam 2 subkelompok utama, Melayu-Polinesia Barat dan Melayu-Polinesia Tengah bagian
Timur. Artikel ini diakses pada 10 Mei 2012 di
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumpun_bahasa_Melayu-Polinesia
2Ismail Hussein, Dunia Melayu dan Dunia Indo China. (Dewan Bahasa dan Pustaka
1995), cet.1, hlm.23
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192M, yang kerajaannya disebutkan dengan nama Lin Yi. Kerajaan ini merupakan
gabungan dari kota-kota yang mempunyai kekuasaan di wilayahnya masing-
masing atau untuk itu dikenal dengan istilah konfederasi kota. Kota-kota tersebut.
Lin Yi (yang Bermakna 'hutan yang penuh dengan keganasan'); dan Lam-
Âp, Hon-Vúòng, dan Chi Am-Thánh oleh orang-orang Vietnam. Adalah
dipercayai bahawa kerajaan ini wujud semenjak tahun 192M di bawah
pemerintahan raja Hindu bernama Sri Mara.  Sebelum tahun 1471, Champa
merupakan konfederasi dari 5 kepangeranan, yang dinamakan menyerupai nama
wilayah-wilayah kuno di India, yakni,3:
1. Indrapura – Kota Indrapura saat ini disebut Dong Duong, berhampiran dari Da
Nang dan Huế sekarang. Da Nang dahulu dikenal sebagai kota Singhapura,
dan terletak dekat lembah My Son dimana terdapat banyak reruntuhan candi
dan menara. Wilayah yang dikuasai Vietanam, kepangeranan ini termasuk
Daerah-daerah Quảng Bình, Quảng Trị, dan Thừa Thiên–Huế.
2. Amaravati – Kota Amaravati menguasai daerah yang merupakan propinsi
Quảng Nam.
3. Vijaya – Kota Vijaya saat ini disebut Cha Ban, yang terdapat beberapa mil di
sebelah utara kota Qui Nhon di propinsi Bình Định. Selama beberapa waktu,
kepangeranan Vijaya pernah menguasai sebagian besar wilayah propinsi-
propinsi Quang-Nam, Quang-Ngai, Binh Dinh, dan Phu Yen.
4. Kauthara – Kota Kauthara saat ini disebut Nha Trang, yang terdapat di
propinsi Khánh Hòa.
3D. R. Sar Desai. Trials and Tribulations of a Nation Vietnam, (Saigon Ho Chi Minh
1988), cet.3, hlm.33-34,
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5. Panduranga – Kota Panduranga saat ini disebut Phan Rang, yang terdapat di
propinsi Ninh Thuận. Panduranga adalah daerah Champa terakhir yang
ditaklukkan oleh bangsa Vietnam.
Tahun 1471 kegemilangan kerajaan Champa mulai menurun apa bila
wilayah pemerintahannya terlibat dalam perang saudara Viet yang belaku. Dalam
peperangan ini Champa menjadi kawasan perebutan dan medan pertampuran yang
tidak dapat dipertahankan oleh penduduk Champa terutama setelah kematian Che
Bong Nga.
Tujuh tahun kematian Che Bong Nga, iaitu seorang raja Champa terkenal,
kerajaan Dai Vietnam mengistiharkan peperangan ke atas Champa untuk
merampas wilayah-wilayah Champa yang telah berjaya ditebus kembali oleh Che
Bong Nga. Ahirnya Kota Vijaya dapat di kuasai sepenuhnya oleh raja Viet Le
Thanh Tong pada tahun 1471 M.4 Penaklukan Vijaya telah meruntuhkan sebuah
kerajaan Melayu yang berpengaruh Hindu di semenanjung Indocina.
Setelah kejatuhan ibu kota Champa Vijaya, kedualatan Champa berpindah
ke wilayah Kauthara dan Panduranga. Masyarakat Champa di wilayah ini berbeda
dari Vijaya. Mereka tidak mengamalkan nilai-nilai kerohanian dan organisasi
sosial yang berasaskan Hindu seperti yang penah oleh penduduk Champa pada
awalnya.5 Pada tahun 1771-1801 akibat perang saudara yang belaku selama tiga
puluh tahun di antara ketiga beradik Tay-Son,6 dengan keluarga Nguen, telah
4Le Thanh Khoi, Le Vietnam histoires et civilisation, le editions de Minuit, Paris 1955.
Terj Nguyen Tao, Xa Hoi Vietnam, (Saigon: Jurnal 1989), cet.2, hlm 229-231
5Po Dharma, Inventaire des Archive de Panduranga du Fonsd de la Socete Asiatique de
Paris. Terj Nguyen Tao, Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, (Ho Chi Minh 1989), cet.2, hlm 133-
134
6Le Thanh Khoi, op. cit. hlm 297
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mengecilkan lagi wilayah Kerajaan Champa sehingga tinggal Pandu Ranga, yang
dikenali sebagai orang sebagai Pra Dara. Berada dalam keadaan genting kerana
sikap imperailis Vietnam. Sehingga 1771, penduduk Panduranga tidak lagi
merupakan masyaraka yang hormogen kerana terdapat banyak enklaf orang Viet
yang menikmati hak (exterritoriality) sejak 1697 di wilayah Champa. Enklaf-
enklaf ini disebut sebagai Binh thuan. Fenomena ini memperngaruhi sikap kedua-
dua pihak Viet yang bermusuh kerana kedua-duanya tidak membedakan antara
wilayah Champa dengan Binh Thuan dan orang-orang Champa dan orang Viet.
Mereka kerap kali menyeberang wilayah Panduranga, bertempur di situ dan
mendudukinya.7 Dengan demikian kedaulatan wilayah Champa tidak lagi wujud
dari padangan kedua-dua pihak Viet yang bermusuhan itu.
Pada tahun 1802 Nguyen Anh mengitiharkan dirinya sebagai maharaja
Viet termasuk wilayah Champa yang didudukinya. Baginda menjadi pemerintah
pertama yang berhasil membentuk sebuah kerajaan Viet dan mencantungkan
semula negeri wilayah taklukannya yang meliputi pantai timur semenanjung
Indochina dari Tokin ke Teluk Siam (Thai land). Gia Longg telah diiktiraf oleh
China dan memberi nama baru, iaitu Viet Nam, kepada negerinya pada tahun
1804, dan menjadikan bandar Hue sebagai pusat pemerintahnya.8
Gio Long juga mewujudkan kembali Panduranga dan menjadikan sebuah
kerajaan dengan melantik putera Po Sau Nun Can sebagai pemerintah Panduranga
(Champa). Beliau adalah seorang pembesar ketarunan Champa yang penting, yang
7Tap Thuong, Luc Tinh Nam Viet, (Dai Nam: Nhat-Thong Chi, 1973), cet.2, hlm.58
8Le Thanh Khoi,  op. cit. hlm.323
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bersal dari Panduranga,9 dan menjadi rakan seperjuangan Gia Long semasa
melawan Tay Son. Namun, pada tahun 1832M Gia Long tidak wujud lagi setelah
pemerintahan anaknya yang bergelar maharaja Minh Menh pada masa inilah
Panduranga telah dirampas untuk selama-lamanya, dan dikuasai sepenuhnya oleh
Wizurai Le Van Duyet yang menguasai bagian selatan yang berpusat di Gia Dinh
(Saigon).
Pada tahun 1832 merupakan saat penting yang membawa perubahan
kepada sejarah Champa, dimana langkah penghapusan tersebut, kaum Minh Menh
ternyata telah memadamkan Pandurangga (Champa) dari Peta Indochina dan
menukarkan cara hidup rakyat Champa menjadi orang yang berbudaya Vietnam.
Dan menggunakan tindakan kekerasan terhadap rakyat Champa, dimana
masyarakat perempuan serta kanak-kanak dibunuh dan pembesar-pembesar di
buang Negeri.10
Sepanjang sejarahnya yang selama 1.5 Millennium (192 M – 1832 M),
bangsa ini telah menempuh kejayaan dan kehancuran. Dan sekarang bisa
dikatakan punah, karena sudah tidak memiliki tanah air lagi dan anak cucunya
yang sekira 500,000 an orang tersebar di delapan negara (Kamboja, Vietnam,
Malaysia, Indonesia, USA, Thailand, Laos dan Perancis.
B. Geografi dan Demografi
9Raja kerajaan Champa bukan semuanya berketurunan Champa tetapi keturunan lain
seperti Po Rome yang berketurunan Chru. Lihat Po Dharma 1978, Les Chonigues de Panduranga,
These De PEPHE, Ive section Sorbonne, Paris. Kronik ini menunjukan bahwa terdapat lapan
keturunan raja, salah satunya dari padanya ialah keturunan Po Rome yang bangsa Chu Ru dan
memerintah dari tahun 1627 hingga ke 1786
10Po Dharme, op. cit. hlm.59.
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Dalam penelitian ini hanya di batasi pada masyarakat Champa di Desa
Ninh Thuan Pang Rang atau lebih dikenali masyarakat sebagai Panduranga. Ninh
Thuan adalah pesisir Tengah Selatan Vietnam. yang terletak di 11° 18'-11° 10'
lintang utara dan 108° 39'-109° 14' bujur timur, Ninh Thuan ini perbatasan utara
Khanh Hoa, selatan Binh Thuan, bahagian barat Lam Dong, garis pantai timur 105
km. Ninh Thuan dikelilingi oleh pegunungan di tiga persisi dan laut.11 Batas
desanya adalah Bac AI, Ninh Hải, Ninh Phuoc, Binh Bắc, Thuan Nam, Ninh Son.
Ibu kotanya ialah Phan Rang.
Ninh Thuan yang terletak di bagian tenggara 1.382km dari ibu Kota
Vietnam Ha Noi dan 350km dari Ho Chi Minh City Kota terbesar di Vietnam.12
Keluasan wilayah Ninh Thuan adalah 3.360H, letak di wilayah terkering di
Vietnam, dengan iklim monsoon tropis yang ditandai dengan panas, kering,
berangin. Suhu tahunan rata-rata adalah 27 o C, dalam dua musim yang berbeda:
musim hujan dari Mei 9-11, musim kemarau dari 12 Desember hingga Agustus
tahun depan. Curah hujan rata-rata 700-800mm pertahun. Kelembaban 75-
77%. Radiasi yang besar energi sekitar 160 kkal /cm 2/ tahun. Jumlah suhu rata-
rata tahunan sekitar 9.500-10.0000C.
Populasi Ninh Thuan yang berjumlah 511.008 jiwa pada tahun 2012, yang
terdiri dari 310.009 jiwa penduduk perempuan, dan sisanya 2000.999 jiwa
penduduk laki-laki. Juga terbagi pada 7 (tujuh) kelompok etnis, iaitu etnis Kinh,
11Ma Phong,“Geografi and Demografi Ninh Thuan”, artikal ini diakses pada 9 Juni 2012
di http://www.dacsandatphanrang.com
12Ibid
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Champa, Rang Lai, China, Cho Ho, Nung, Churu. Dimana jumlah populasi etnis
sebagai berikut,13:
Tabel 1.
Etnis-Etnis di Ninh Thuan
No ETNIS JUMLAH
1 Kinh 394.018
2 Champa 57.137
3 Ra-glai 47.615
4 Cina 2479
5 Co-ho 2430
6 Nung 583
7 Chu-ru 332
C. Mata Pencarian, Pendidikan, Sosial Budaya dan Agama
1. Mata Pencarian
Dari segi mata pencarian masyarakat Champa di Desa Ninh Thuan
tidak jauh berbeda dengan penduduk asli Vietnam. Dimana mata pencarian
masyarakat Champa di Ninh Thuan bagian selatan tengah adalah, perusahaan,
pengawai, pertani, pekebun, dan juga perdagang obat akar kayu di Hanoi.
Namun, pada masyarakat ini mereka lebih tertarik pada perdagangan obat di
Ha Noi, malah hampir keseluruhan masyarakat ini menjalankan perniagaan di
Ha Noi, dimana masyarakat remaja pada usia 18 sampai ke usia 50
menjalankan aktivitas perdagangan di Ha Noi. Manaka masyarakat yang
berumur 50han ke atas hanya sebagai petani, dan jumlah yang kecil sebagai
keryawan di perusahaan Ninh Thuan, juga sebagai Guru dan Polisi.
13 Data pendudukan rumah tangga dan jumlah jiwa masyarakat Ninh Thuan, tahun 2012
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Sedangkan penduduk asli Vietnam di Ninh Thuan pula, terdiri dari
pertanian, nelayan, industri garam, petenakan, wiraswasta dan juga pedagang di
kawansan penertapan Ninh Thuan. Dimana jumlah yang besar masyarakat asli
Vietnam ini adalah pertanian, pertenakan udang. Dan industrian garam.14
Manakala pada kelompok masyarakat Champa di Utara, yang berada di An
Giang, Tay Ninh, Dong Nai, dan kota Ho Chi Minh, yang terdiri daripada
golongan pedagang, petani dan nelayan.15 Golongan perdagang pada
masyarakat Champa ini sering di ketemu di Kemboja, dan Malaysia, manakala
sebagian yang kecil saja sebagai petani dan nelayan berhapiran.
2. Pendidikan.
Ninh Thuan adalah salah satu penunjang keberhasilan pembangunan
masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu program triplus bagian salatan
tengah Ninh Thuan yang bertujuan untuk merencanakan dan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Jumlah prasarana pendidikan di salatan Ninh
Thuan adalah sebagai berikut,16:
Tabel.2
Pendidikan
NO Jenis Pendidikan Jumlah
Pendidikan
1 Sekolah Dasar  Ninh Thuan 563
14Theo.MINH TRÂN Nam, 2012 (Dukumen Pendapatan Masyarakat Ninh Thuan tahun
2012)
15Ecole Francaise Dextreme-orient, Kerajaan Champa, (Dewan Bahasa dan Pustaka
1981), cet. 1, hlm.273
16Sumber data: Dokumen Jabatan Pendidikan Ninh Thuan, tahun 2012
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2 SMA (highSchool) Ninh Thuan 321
3 Kolej Ninh Thuan  Ninh Thuan 3
4 Universitas Ninh Thuan 3
Dalam sistem pendidikan Ninh Thuan. Pendidikan Islam serta
kepahaman Islam dilarang dalam pendidikan umum Vietnam, juga tidak
dibenarkan untuk mendirikan Sekolah agama di Vietnam. Pada Vietnam
bahwa agama hanya satu kepercayaan, cukuplah  hanya pendidikan agama
dilakukan di tempat beribadat (masjid).17 Bedasarkan dalam hal tersebut
menyebabkan masyarakat Champa Muslim ini tidak mengetahui hal-hal yang
berkaitan dengan agama Islam, dan juga menyebabkan masyarakat ini tidak
ingin untuk mempelajari Islam, walaupun pendidikan Islam dapat dilakukan di
masjid.
Pada masyarakat Champa ada beberapa fator yang menyebabkan
masyarakat ini tidak ingin mempelajari Islam, di antaranya adalah: faktor
ekonomi, dimana sebagia ramai masyarakat Champa yang berpendapatan
rendah,18 hal ini menyebabkan mereka tidak mampu untuk harta anak-anak
keluar Negara untuk belajar Islam. Kedua faktor pengikhtirafan, dimana
pendidikan Islam tidak di akui Negara Vietnam dan sukar untuk memperolehi
17Sekolah atau pendidikan agama hanya dibenarkan di dalam lingkungan masjid saja,
pada pandangan Vietnam, bahwa Islam hanyalah satu adat kepercayaan. Hal ini juga menyebabkan
perkawinan beda agama dapat dilaksanakan bagi masyarakat Champa.
18Pendapat perbulan Sebagai Guru SD  800.000 Dong, sama dengan 400.000 Ind.
Manakala pendapatan perbulan sebagai Guru SMA, PNS dan karyawan berjumlah 2.000.000 ke
4.000.000  Dong. Sedangkan pertani hanya cukup untuk dirasai hasilnya saja.
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pekerjaan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat merasai bahwa tidak adanya
masa hadapan.
Ketiga faktor lingkungan, dimana masyarakat Champa di Ninh Thuan ini
kurang melisasikan hubungan dengan masyarakat Islam luar Negeri,
menyebabkan masyarakat ini merasa bahwa Islam hanyalah sekadar
kepahaman, kepercayaan antara manusia dengan tuhan, cukup dengan cara
melakukan solat, berpuasa, dan membayar zakat wajidb. Hal ini menyebabkan
kondisi agama Islam di Ninh Thuan amat-amatlah kurang, yakni kurang
mengerti agama Islam. bahkan masyarakat Champa juga mengatakan bahwa
mereka cuma mengadosi pra Islam, yakni solat, puasa, dan zakat wajib.19
Berbeda dengan masyaraka Champa yang tinggal dibagian Utara
Vietnam, dimana masyarakat Champa ini sering di kunjungi oleh masyarakat
dari luar, terutama para wisata dari Malaysia dan Arab, dan masyarakat ini
juga berhubungan erat dengan Champa Muslim Kemboja. Dan tidak heranlah
kalau masyarakat ini juga mampu untuk berbicara dalam bahasa Malaysia,
Arab, dan Kemboja.
Selain itu masyarakat Champa di Utara juga menubuhkan Lembaga An-
Nuur untuk menguruskan pelajar-pelajar Vietnam di luar negeri dalam bentuk
tarbiah dan agama untuk mewujudkan hubungan dan kerjasama untuk
mengeratkan silaturrahim sesama pelajar.20 Dimana peranan masyarakat ini
adalah mengajar al-quran dan berbagai permasalahan tentang agama kepada
19Haji saleh (40 thn) Masyarakat Champa, wawancara di Thuan Nam. Tanggal 20 Juni
2012
20Hussan Sharoh Siddiqua ed. Reading Islam In South Heast Asian (Dewan Bahasa dan
Pustaka 2007), cet.6. hlm.197
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masyarakatnya mereka, bahkan mereka juga membina sekolah-sekolah dalam
lingkungan masjid untuk mengajar anak-anak pada siang hari. Dan masyarakat
Muslim ini juga menghantar anak-anak mereka untuk menuntut ilmu agama
Islam di Malaysia, seperti di Kelantan dan Terengganu untuk belajar
disekolah-sekolah pondok.21
3. Sosial budaya dan Agama
Sosial masyarakat Champa di Ninh Thuan jauh berbeda dengan
masyarakat asli Vietnam pada saat ini. Masyarakat Champa di Desa Ninh
Thuan sangat mementingkan persaudaraan, dimana mereka hidup dalam
suasana aman dan saling bergantung antara satu sama lain. Ikatan silaturahim
mereka bagaikan sanak-saudara. Keluarga yang senang akan membantu
keluarga yang susah. Hal ini berdasarkan bahwa sosial tersebut adalah
sebagian dari budaya dan amalan yang telah di lestarikan pada masyarakat
Champa dahulu kala.
Manakala Agama yang ada pada masyarakat Ninh Thuan, berdasarkan
pada Populasi penduduk pada saat ini, dimana Ninh Thuan yang mempunya
populasi penduduk sekitar 511.008 orang penduduk etnis Kinh merupakan
penduduk terbesar dengan 78%, diikuti etnis Champa 11.31%, etnis Ra-glai
9,42%, etnis Co-ho 0,48%, etnis Nung 0,11%, Chu-ru 0,07%. 78% beragama
Bhudha, kemudian agama Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain agama.22
21Ecole Francaise. op. cit. hlm. 273
22Marwan, “Islamic and Democry”, artikel ini diakses pada 10 Juli 2012 di http://www.
vietnam embassy-cambodia.org
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Disamping itu masyarakat Champa yang beragama Islam di Ninh Thuan
pula terbagi pada dua, yakni terdapat dua mazhab besar yang diamalkan oleh
masyarakat Muslim Champa di Ninh Thuan iaitu Mazhab Sunni dan Mazhab
Bani. Mazhab Sunni atau Sunnah Wanjamaah, yang mana mayoritas daripada
mereka menganut Islam seperti di Malaysia (solat, puasa, dan zakat).23
Manakala Mazhab Bani ini kebanyakan diamalkan di daerah Ninh Thuan dan
Binh Thuan. bagaimanapun, mazhab ini kurang dikenali oleh masyarakat
Islam dunia karena kewujudanya pengaruh warisan dari India yang banyak
bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar.24 Seperti puasa Ramadhan
mereka hanya akan puasa dari makanan saja sedangkan minum mereka
membolehkan, malah yang bisa berpuasa hanya orang-orang tertentu saja
seperti ong pocan (imam-imam masjid).
Pada awalnya Masyarakat Champa di Ninh Thuan ini juga memiliki
hubungan agama dan budaya yang erat dengan Tiongkok. Namun peperangan
dan penaklukan terhadap wilayah tetangganya yaitu Kerajaan Funan pada
abad ke-4, telah menyebabkan masuknya agama Hindu. Setelah abad ke-10
dan seterusnya, perdagangan laut dari Arab ke wilayah ini akhirnya membawa
pula pengaruh agama Islam ke dalam masyarakat Champa.
Sebelum penaklukan Champa oleh by Lê Thánh Tông, agama dominan
di Champa adalah Syiwaisme yang dipengaruhi oleh agama India. Islam mulai
23Secara Relitifnya Champa di Ninh Thuan masih lagi mengadopsi Pra Islam, yakni
hanya solat, puasa dan zakat wajib. Dan mereka akan menerima sesuatu ibadah yang tidak penah
ada pada kalangannya, seperti Haji dan Umroh. Tidak pada warisan, kerana kewarisan masyarakat
ini telah ada dan dilaksanakan sebelum kedatangan Islam.
24Vanh Math (Tuan Haji. Marwan Muhammad), Senator/ Setiausaha Agung Pertubuhan
Islam Kemboja. Video kajian UKM, Masyarakat Champa. Tanggal 21 Mei 2001
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memasuki Champa setelah abad ke-10.25 Namun, hanya setelah
invasi 1471 pengaruh agama ini menjadi semakin cepat. Pada abad ke-
17 keluarga bangsawan para tuanku Champa juga mulai memeluk
agama Islam, dan ini pada akhirnya memicu orientasi keagamaan orang
Champa. Pada saat diambil oleh Vietnam mayoritas orang Champa telah
memeluk agama Islam.26
Masyarakat Champa yang kebanyakannya mereka beragama Islam,
seperti orang Jawa di Indonesia, dan sebagian mereka juga di pengaruhi
oleh Hindu yang menyebabkan amalasan-amalan islam mereka sedikit
membawa kepada Hindu. Dalam catatan-catatan di Indonesia juga
menunjukkan pengaruh Putri Darawati, seorang putri Champa yang beragama
Islam, yang taat terhadap suaminya. Kertawijaya, raja Majapahit ketujuh
sehingga keluarga kerajaan Majapahit akhirnya memeluk agama Islam.
Makam Putri Champa dapat ditemukan di Tro Wulan, situs ibu kota Kerajaan
Majapahit.27
Kedatangan Islam di Champa (Vietnam), dikatakan lebih awal
berbanding dengan kemasukan Islam ke China. Agama Islam di Vietnam
disebarkan oleh para pedagang dari Arab yang berdagang di pesisir pantai
Vietnam. Pada kurun ke-11, Islam mula bertapak di Vietnam. Kawasan-
kawasan petempatan utama masyarakat muslim di Vietnam yang meliputi
25Penaklukan terahir Negara Champa adalah di Panduranga (Ninh Thuan), dimana
sebelum penaklukan tersebut masyarakat Champa ini sudahpun beragama Islam.
26Jonh Minh, “Kerajaan Champa”, artikel ini diakses pada 9 Agustus 2012 di
http://id.wikipedia. Kerajaan Champa.
27Scott Rutherford ed. Insight Guide Vietnam (Dewan Bahasa dan Pustaka 2006), cet.1
hlm.10
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daerah Hoanh Sin Massif (Mui Run) di bahagian utara hingga ke Phan Thit
(Mui Ke Ga) di kawasan selatan. Perkembangan Islam menjadi semakin
meluas di Vietnam apabila Raja Champa telah memeluk Islam. Namun,
selepas beberapa kurun pemerintahan Raja Champa ini, kerajaan Champa
telah ditawan oleh Raja Vietnam sehingga membawa kepada kejatuhan
pemerintahan raja Champa pada akhir kurun ke-17.
Masyarakat Muslim Champa di Vietnam juga terbahagi kepada tiga
kaum utama iaitu Muslim Champa, Muslim perkahwinan campur dan orang
Vietnam masuk Islam. Muslim Champa merupakan kaum asli Vietnam yang
memeluk Islam dan memiliki pemerintahan yang tersendiri sebelum di serang
oleh Raja Vietnam. Manakala, kaum muslim perkahwinan campur pula terdiri
daripada kelompok Islam Champa yang menganut agama Islam
dan berkahwin campur dengan bangsa lain seperti Arab, India, Indonesia,
Malaysia dan Pakistan.
Manakala orang Vietnam masuk Islam pula terdiri daripada masyarakat
yang tertarik dengan peribadi pedagang Islam contohnya penduduk di
perkampungan di Tan Bzu yang terletak di wilayah Tan. Keseluruhan
penduduk di kampung itu secara rela hati memeluk agama Islam karena
tertarik dengan keperibadian pedagang-pedagang Islam.28 Dimana Umat Islam
di Vietnam pada saat ini dianggarkan berjumlah 70.7 ribu jiwa, dan terdiri dari
100 buah masjid yang di dirikan di daerah-daerah seperti Binh Thuan, Ninh
28Mohd Zain Musa (ed). Masyarakat Cam Sepanjang Zaman. (Selangor: Ikatan  Ahli
Arkeologi Malaysia 2003). cet.3, hlm.24
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Thuan, An Giang, Tay Ninh, Dong Nai dan bandar Ho Chi Minh. Kelompok
petempatan masyarakat Muslim Champa yang paling kecil ialah di Hanoi.29
Masyarakat Champa juga memainkan peranan melalui penglibatan
dakwah Islam di Vietnam. Penyebaran Agama Islam ini dibahagikan kepada
dua aspek iaitu dakwah yang dijalankan oleh masyarakat Champa yang tinggal
di luar negeri, dan lembaga dakwah oleh muslim Vietnam yang tinggal di
dalam negeri. Hal ini sebagaimana dakwah dijalankan oleh kelompok Muslim
Champa di Amerika telah menubuhkan perpustakaan Islam atau Tu Sach Tim
Hieu Islam.
Pemilik iaitu Sayyid Hasan Abd. Karim juga turut menulis buku-buku
agama dan menterjemahkan buku-buku daripada Bahasa Arab dan Inggeris ke
dalam Bahasa Vietnam terutamanya makna-makna al-Quran ke dalam Bahasa
Vietnam.30 Di Perancis pula, mereka telah menerbitkan majalah Ve Nguon
setiap tiga bulan sekali. Terbitan makalah-makalah ini berunsurkan Islam dan
melibatkan berbagai-bagai urusan agama menggunakan Bahasa Vietnam.31
29Eddik Touti. the Forgotrn Muslim Of Kumpuchea And Vietnam, (Kuala Lumpur
1985),cet.2 hlm.197
30Philip Taylor. Cham Muslims of The Mekong Delta Place and Mobility in The
Cosmopolitan Periphery, (Selangor: Ikatan  Ahli Arkeologi Malaysia 2007), cet.1, hlm.44
31Datuk Ahmad Ibrahim Yasmin. Reading Islam In South Heast Asian. (Selangor: Ikatan
Ahli Arkeologi Malaysia 2007), cet.1, hlm.197
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BAB IV
PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT
CHAMPA DI DESA NINH THUAN VIETNAM.
A. Ahli Waris
Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa hukum waris Islam adalah
segala peraturan mengenai pemindahan harta benda dari orang yang telah
meninggal pada seseorang atau beberapa orang lain. sedangkan pada masyarakat
Champa dalam memahami aturan waris, mereka berpendapat bahwa hukum
kewarisan adalah aturan-aturan tatacara pemindahan harta seseorang yang wafat
kepada ahli warisnya yang berhak dan masih hidup.
Dari hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan masayarakat Champa
di Desa Ninh Thuan, sistem kewarisan yang dipakai adalah sistem kewarisan
individual, iaitu harta warisan dapat dibagi untuk dimiliki secara perseorangan.1
Keseluruhan harta dinyatakan dalam nilai tertentu oleh masyarakat Champa, yang
mungkin dibagi-bagi kepada ahli waris yang berhak untuk memiliki harta warisan
tersebut.
Dalam praktik pembagian kewarisan tersebut masyarakat sangatlah
menjunjung tinggi dan mengedepankan asas kebiasaan yang penah dilakukan oleh
orang-orang terdahulu, dan masyarakat menyatakan bahwa sistem tersebut adalah
1Imanah (50 thn), Tokoh masyarakat Champa, wawancara, di Binh Bac. Tanggal 30 Juni
2012
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sebagai bentuk penyelesaian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya,
sistem tersbut juga di akui oleh Negara Sosilis Vietnam.2
Dalam sistem pelaksanaan warisan tersebut, dimanna ahli waris yang akan
mewarisi harta warisan harus mengikuti urutan yang dibelakuan oleh
masyarakatnya, iaitu bila wafat seseorang pewaris tinggalkan para ahli-ahli
warisnya untuk mewarisi hartanya. Namun penerimaan harta warisan tersebut
hanya seroang saja ahli warisnya yang akan menerima keseluruhan harta warisan
tadi. Seterusnya bila wafat pula ahli waris tadi, maka akan diganti pula ahli
warisnya yang lain untuk memiliki harta warisan tadi.
Urutan para ahli waris yang akan terima harta warisan dari pewarisnya
pada masyarakat Champa, adalah, pertama istri (janda), urutan kedua anak
perempuan paling kecil (bungsu), urutan ketiga anak laki-laki (bila tidak adanya
saudara perempuan) sama adanya ianya saudara kandung, saudara sebapak,
maupun saudara seibu, urutan keempat ayah, urutan kelima ibu, dan terus ke atas,
urutan keenam cucu, dan terus kebawah.3
Kenyataan di atas tidak secara otomatis kesemua ahli waris akan mendapat
harta warisan si peninggal, dimana telah adanya faktor penyebab dan penghalang
kewarisan pada masyarakat Champa. Faktor penyebab di dasarkan kepada dua
faktor, iaitu hubungan darah atau kekerabatan dan adanya bubungan perkawinan.
Hubungan darah adalah alamiah sifatnya. Manakala hubungan kerabat bila
seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan
2Isa Tam (60thn), Ketua Komunitas Champa, wawancara, di Ninh Hai. Tanggal 10 Juli
2012
3Fatimah (67thn), Masyarakat Champa, wawancara, di Thuan Nam. Tanggal 15 Juli 2012
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ibu yang melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah karena si anak keluar
dari rahim ibunya tersebut, dengan belakunya hubungan kerabat antara seorang
anak dengan ibunya, belaku pula hubungan kerabat dengan orang yang
melahirkan ibunya itu. Artinya, bahwa di antarra sesama saudara seibu
mempunyai hubungan darah, yang menyebabkan mereka saling berhubungan
kewarisan.
Selanjutnya seseorang yang telah lahir mencari hubungan pula dengan
laki-laki yang menghamilkan ibunya sehingga ia dilahir. Bila dapat dipastikan
laki-laki yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, hubungan kerabat
belaku pula antara yang melahirkan laki-laki yang menyebabkan ia lahir (atau
disebutkan ayah).
Selain hubungan kerabat, adanya hubungan kewarisan juga disebabkan
terjalilnya hubungan perkawinan, yang menyebabkan istri dapat mewarisi harta
warisan suaminya. Dan di antaranya juga masih berlangsung ikatan perkawinan
pada saat meninggalnya suami. Dinyatakan pula bahwa putusnya kewarisan apa
bila adanya penceraian sebelum suami itu meninggalnya, demikian juga akan
putusnya kekerabatan seorang anak yang berada dalam kandungan istrinya dan
juga anak bawaannya istri tersebut (anak hasil pekawinan terdahulu).4
Penyebab hakiki di atas akan belaku apa bila adanya aqad nikah yang sah
antara ayah dan ibu.5 Demikian pula masyarakat menyatakan, bahwa batas
minimal kelahiran anak bukanlah satu sebab untuk menghalangi kekerabatan. Hal
4Khatija (83thn), Masyarakat Champa, wawancara, di Binh Bac. Tanggal 17 Juli 2012
5Masyarakat ini akan akui kekeratan apa bila mempunyai bukti, yakni akta perkawinan
yang menunjukkan bahwa adanya perkawinannya yang dilaksanakan, sama ada perkawinan yang
dilaksanakan secara Islam maupun bukan Islam. (dahulunya di perlukan orang  saksi mata)
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ini didasarkan bahwa semata-mata aqad nikah yang sah, maka itu sudah cukup
menjamin terjadinya hubungan kekerabatan antara seseorang yang dilahirkan.
Demikian juga kedua-dua faktor penyebab adanya hubungan kewarisan
diatas, tidak secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak di atas harta warisan.
Dalam hal ini masyarakat Champa menyatakan, ada dua faktor yang akan
mengakibatkan mereka terhalang untuk mendapat harta warisan. Iaitu
pembunuhan, dan ingkar atau tidak patuh pada pewaris.
Dimana faktor pembunuhan yang dimaksudkan oleh masyarakat adalah
pembunuhan terhadap para ahli waris yang dinyatakan dengan sengaja. Hal ini
disebabkan adanya faktor iri hati atau faktor lainnya. Selain dari pembunuhan
tersebut, tidak ada halangan lainnya untuk saling waris mewarisi harta warisan.
Sementara faktor ingkar atau tidak patuh disebabkan karena ketidak sefahaman
antara pewaris dan ahli waris, dan menyebabkan pewaris memutuskan hubungan
antara pewaris dan ahli waris, ketika pewarisnya masih lagi hidup.6
Masyarakat Champa menyatakan pula bahwa bila terlaksananya kewarisan
harus memenuhi unsur-unsur yang telah dibelakukan. Dimana masyarakat
Champa menatapkan bahwa seorang yang telah meninggalkan ahli warisnya yang
masih hidup, ianya tebagi pada tiga unsur pewarisan,7 iaitu: pertama unsur
kematian, yakni kematian secara hakiki maupun secara hukum. Mati hakiki iaitu
berpisahnya nyawa dan raga, sedangkan mati secara hukum pula seseorang yang
menghilang tampa kabar berita yang lama iaitu 5-6 atau 7-8 tahun dari saat
6Maisam (62 thn), Masyarakat Champa, wawancara, di Ninh Poc. Tanggal 17 Juli 2012
7Yakqob (55 thn), Tokoh Masyarakat Champa, wawancara, di Ninh hai. Tanggal 19 Juli
2012
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pemergiannya. Sedangkan orangnya kemungkinan masih hidup atau mungkin
sudah mati.
Unsur kedua iaitu orang yang berhak atas harta peninggalannya pewaris
kerana ia dengan pewaris ada hubungan kekerabatan, dan adanya ikatan
perkawinan. Dan ahli waris disyaratkan hidup secara hakiki maupun secara
hukum, miskipun hanya sesaat hidup ketika pewaris wafat. Unsur ketiga iaitu
orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk dilaksanakan. Yakni
harta warisan itu wujud sama ada ianya benda bergerak maupun benda tidak
bergerak yang mencakup keseluruhan harta dinyatakan dalam nilai tertentu oleh
masyarakat Champa. Dan apa bila salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka
tidak akan terjadi pewarisan, dan ahli waris yang menerima akan menerima harta
warisan harus bertanggungg jawab untuk menyelesaikan masalah wasiat dan
hutang pewarisnya.
Ahli waris dan tingkat keutamaan pada masyarakat Champa. Ahli waris,
dimana para ahli yang mempunyai hak untuk mendapat bagian dari harta
peninggalan orang yang telah wafat. Pada masyarakat Champa ahli waris yang
terbagi pada 10 golongan,8 iaitu istri (janda), anak, ayah, ibu, kakek, nenek,
saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, dan cucu.9
Para ahli waris di atas tersebut tidak semuanya akan menerrima harta
warisan, dimana masyarakat Champa telahpun menatapkan urutan para ahli waris
8Suami tidak tergolongan sebagai ahli waris, masyarakat Champa menyatakan bahwa
semua harta istri yang di bawa masuk dalam ikatan perkawinan akan dikuasai oleh suami, yakni
suami sebagai ketua keluarga atau rumah tangga, lihat pula harta bersama dan harta bawaan.
9Fatimah Muk Luik (80 thn),Masyarakat Champa, wawancara, di Bac Ia. Tanggal 25 Juli
2012
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yang akan terima harta warisan, dimana urutan-urutannya adalah, pertama istri
(janda), urutan kedua anak perempuan paling kecil (bungsu), urutan ketiga anak
laki-laki (bila tidak adanya saudara perempuan) sama adanya ianya saudara
kandung, saudara sebapak, maupun saudara seibu, urutan keempat ayah, urutan
kelima ibu,  dan terus ke atas, urutan keenam cucu, dan terus kebawah.
Sedangkan tingkat keutamaan ahli waris masyarakat menyatakan bahwa
keutamaan tersebut hanya belaku pada ahli waris di antaranya adalah, ahli waris
anaknya, cucunya, dan bapak serta ibunya. Dalam penerimaan harta warisan
masyarakat membedakan ahli warisnya, iaitu menbedakan antara ahli waris laki-
laki dan ahli waris perempuan, dimana ahli waris perempuan paling kecil (anak
bungsu) di utamakan, dari anak laki-lakinya, juga di antara cucu pula, cucu
perempuan paling kecil (bungsu) di utamakan dari cucu laki-laki. Namun berbeda
pada bapak dan ibu, dimana masyarakat akan mengutamakan bapak dahulu dari
ibunya. Juga di utamakan dari pihak bapaknya dahulu.10
Pada masyarakat Champa dimana masyarakat ini hanya memandang
bahwa bentuk keluarga adalah dari pihak ayah, dikerena itu masyarakat Champa
akan memandang bahwa anak perempuan yang bungsu tersebut lebih berhak, hal
ini dikerenakan anak tersebut adalah penutup keturunan dalam sebuah keluarga itu
apa bila anak tersebut telah berkawin, maka keturunan anak tersebut akan beralih
pula pada keturunan pada laki-laki yang dinikahinya. Meliha pada konsep nama
pada masyarakat Champa, setiap nama anak-anakn pada sebuat keluarga itu akan
di cantung nama bapaknya di hadapan atau di belakang sebelum nama anak
10Isa Tam. loc, cit
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tersebut. Contoh: Mustafa Porome, Habibi Porome, Syafifah Porome, dan Khalila
Porome.
Dalam jumlah penerimaan harta warisan pada masyarakat Champa di Desa
Ninh Thuan, dimana setiap ahli waris yang berhak tersebut akn menerima seluruh
harta waris dari pewarisnya. Dalam pengertian harta warisan masyarakat Champa
menyatakan, bahwa yang dimaksudnya harta warisan, yakni barang-barang yang
bergerak mobil, motor, binatang, pakaian, hutang pengutang, dan sesuatu yang
mahal dan dapat di pertanggung jawabkan, manakala barang yang kekal tidak
bergerak yang meliputi tanah kering yakni ladang, tanah hutan, tanah kebun, dan
rumah.11
Manakala harta bersama dan harta bawaan. Pada masyarakat Champa
setelah perkawinan istri tersebut masuk dalam kekerabatan suaminya. Dalam hal
ini tidak ada pemisahan harta bersama dan harta bawaan. Masyarakat menyatakan
semua harta yang sudah masuk dalam ikatan perkawinan, yakni dikuasai oleh
suami sebagai ketua keluarga atau rumah tangga, apa bila istri ingin atau
menggunakan harta bersama atau harta bawaan harus ada persetujuan dari pihak
suami, dan bila adanya penceraian istri tidak mempunyai hak untuk tuntutan harta
tersebut.
Pada masyarakat Champa biasanya yang di anggap sebagai harta bersama
dan harta bawaan, harta bersama, yakni berasal dari hasil suami dan istri secara
bersama selama dalam ikatan perkawinan, yang termasuk dalam harta pencaharian
yaitu, hasil bekerja sama dalam pertanian, hasil kerja sama berdagang atau
11Yakob (62 thn), Tokoh masyarakat Champa, wawancara, di Ninh Hai. Tanggal 3
Agustus 2012
68
karyawan. Manakala harta bawaan yang berasal dari bawaan istri berupa barang
tidak bergerak atau bergerak, berasal dari harta warisan dari orang tua, harta di
hasil perkawinan suami terdahulu, atau kerabat istri, termasuk hak-hak pakai dan
hutang piutang lainnya yang dibawa oleh istri ke dalam perkawinan.12
B. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan.
Pada konsep kewarisan pada masyarakat Champa difahami sebagai suatu
peraturan mengenai aturan-aturan yang menjelaskan pada tatacara pemindahan
harta seseorang yang wafat kepada ahli waris yang berhak dan masih hidup, dan
mengikuti urutan yang telah mereka tentukannya, seperti pembagian tersebut para
ahli waris harus mengikuti aturan untuk perolehi keseluruhan harta warisan orang
tuanya.13
Dalam pembagian warisan masyarakat Champa menyatakan bahwa adat
kebiasaan tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan para ahli waris di
kemudian hari, dan masayarakat menyatakan pula bahwa pembagian tersebut
tetap akan dilakukan sama ada para ahli waris lain rela maupun tidak, kerana
pembagian tersebut sudah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu, dan dan
sebagai solusi yang baik.14
Masyarakat Champa termasuk dalam kategori masyarakat yang masih
melestarikan budaya nenek moyang, baik dalam tindakan-tindakan sosial maupun
dalam persoalan agama. Terbukti, sejumlah ritual yang telah menjadi adat
12Thu Man (59 thn) Tokoh masyarakat Champa, wawancara, di Ninh Hai. Tanggal 12
Agustus 2012
13Fatimah (67thn), Masyarakat Champa, wawancara, di Thuan Nam. Tanggal 15 Juli
2012
14Ali (63thn),Tokoh Masyarakat Champa, wawancara, di Thuan Nam. Tanggal 25 Mei
2012
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kebiasaan sampai sekarang juga masih dilaksanakan dan dilestarikan, seperti
pihak perempuan meminang pihak laki-laki, pebelanjaan kawin ditanggung oleh
pihak perempuan, juga pelaksanaan pebagian waris dan dll.
Dalam kasus pembagian warisan masyarakat Champa di Desa Ninh
Thuan, dimana seluruh harta warisan hanya dapat di miliki salah satu ahli waris
saja, dan sistem tersebut hanya terjadi pada masyarakat Champa di desa Ninh
Thuan. Seperti yang di nyatakan dalam Bab I. Dalam pembahgian tersebut juga di
akui oleh Undang-undang Vietnam dan dinyatakan sebagai ahli waris yang sah
keatas harta pewarisnya.15
Sebagaimana kasus-kasus pembagian warisan yang telah belaku pada
masyarakat Champa di desa Ninh Thuan seperti yang di paparkan pada Bab I
seperti:
1. Dalam kasus Sulaiman, beliu Meniggal pada tahun 2011 dalam usian 45
karena kecelakaan di Hanoi, harta yang miliki almarhum berupa sebuah rumah
serta isinya, dan Motor. Almarhum telah meninggal 1 istri 3 orang anak, 2
anak perampuan 1 anak laki laki, almarhum adalah seorang perdagang obat di
Hanoi karena itu adalah perkeja hariannya dan sebahgian masyarakat Champa.
Setelah almarhum wafat rumah itu di ambil alih oleh istrinya Hamidah.16
15Dalam setiap kasus penerimaan harta warisan tidak dicatat (tidak di benarkan oleh
Vietnam) oleh ketua Komunitas Champa atau mana-mana pihak Champa, hal tersebut agar
masyarakat Champa tidak membuat undang-undang maupun sistemnya tersendiri, seperti yang
telah dinyatakan oleh Vietnam. Cukup ianya dianggap sebagai adat kebiasaan, dan apa bila ingin
mendaftarkan hak milik tanah di Ninh Thuan hanya cukup di hadirkan saksi-saksi tersebut.
16Yunus (63thn), Tokoh Masyarakat Champa, wawancara, di Ninh Son. Tanggal 6
September 2012
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2. Moohammad ali, Meninggal pada tahun 2010 dalam usia 78 tahun. Pada
waktu hidup almahrum adalah petani. Harta yang dimiliki oleh almarhum
adalah mempunyai sebuah rumah serta isinya, dan tanah ladang. Almarhum
yang mempunyai 1 orang istri 6 orang anak, 4 orang anak perampuan dan 2
orang anak laki-laki. Ketika almarhum dalam keadaan nazak, almarhum yang
mengalami kanker tulang belakang, ketika itu beliau telah meminta istrinya
untuk mengumpulkan anak-anaknya, kesemua anak-anaknya telah berada
disitu almarhum berpesan pada istrinya dan juga dihadapan anak-anaknya,
lafaz almarhum adalah “segala hartaku, aku berikan pada Mida anak
perempuan bungsuku”. Pembahgian warisan tersebut yang juga di hadiri oleh
saudara dan tertangganya, namun harta tersebut belum sepenuhnya menjadi
milik anak tersebut kerana istrinya masih hidup.17
3. Dalam kasus Abidin, beliu Meniggal pada tahun 2009 dalam usian 66 tahun,
pada waktu hidupnya almarhum adalah petani, harta yang miliki almarhum
berupa sebuah rumah serta isinya, tanah kebun, dan Motor. Almarhum telah
meninggalkan 1 istri dan 3 orang anak, 2 anak laki laki dan 1 orang anak
perampuan, Ketika beliu masih hidup beliu telahpun mendaftarkan harta
miliknya kepada anak perampuannya yang bungsu Hawa manakala anak-anak
yang lain telah lama berhijrah ke amerika. Ketika permidahan hak milik
tersebut hanya di hadiri oleh almarhum, istrinya dan anak perempuannya
17Observasi, tanggal 15 Agustus 2010
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Hawa, setelah almarhum wafat istrinya telah bepindah ke rumah anak lakinya
di Wasinton Amerika dan bertukar kewarganegaraan US.18
4. Ma Hung (Musa) meninggal pada bulan Januari 2009 dalam usia 67 tahun.
Semasa hidupnya bekerja sebagai petani dan juga pedagang obat di Hanoi,
harta yang miliki almarhum berupa sebuah rumah juga isi dalamnya, sebidang
tanah kebun, binatang tenakan dan Motor. Almarhum meninggalkan ahli waris
anak-anaknya, yakni 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 orang anak perempuan,
istrinya terlebih dahulu wafat, setelah almarhum wafat keseluruh harta
tersebut di warisi oleh Halimah anak gadisnya yang bungsu. Dalam
pelaksanaan pembagian warisan tersebut dihadiri ahli waris anak-anaknya dan
saudara almarhum, sebagai upaya menghindar terjadinya persilihan atau
perebutan para ahli waris yang lain untuk mengurus harta warisan sementara
menunggu Halimah dapat menguruskan harta warisan itu sendiri. Hal ini
dikeranakan halimah masih lagi kuliah di Ho Chi Minh.19
5. Haji Ahmat. Wafat pada tahun 2008 dalam usia 74 tahun. Pada waktu hidup
almahrum menjabat sebagai guru, harta yang dimilikinya oleh almarhum
berupa rumah, tanah bendang, dan Motor. Almarhum telah meniggalkan 6
orang ahli waris 2 anak perempuan dan 4 anak laki-laki sedang istrinya telah
meniggal lebih dahulu. Sebelum pembagian tersebut anak bungsunya Sakirah
telah menikah di Ho Chi Minh tampa persetujuannya, maka beliau telah
putuskan hubungan dengan Sakirah, dan setelah 6 bulan kemudian Almarhum
18Amin (65 thn), Tokoh masyarakat Champa, wawancara, di Binh Bac. Tanggal 6
September 2012
19Musa (67thn),Tokoh masyarakat Champa, wawancara, di Ninh Hai. Tanggal 21
Agustus 2012
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wafat dan harta tersebut di serahkan pada anak perempuannya yang kedua
yaitu Asmah, yakni keseluruhan harta miliknya. Pembagian tersebut di
lakukan oleh para ahli waris anak-anaknya dan saudara almarhum.20
Dalam sistem pembagian warisan masyarakat Champa di Desa Ninh
Thuan sebagai berikut, bila seorang suami (pewaris) yang telah wafat dan
tinggalkan para ahli waris, maka istri (jandanya) berhak mewaris, setelah itu
barulah anak perempuan mewarisi, dimana anak perempuannya yang paling kecil
(bungsu) didahulukan. Demikian pula jika pewaris perempuan tersebut wafat atau
tidak wujud, sementara ianya mempunyai saudara laki-laki, saudaranya itu berhak
mewarisi. Namun pembagian bagi ahli waris laki-laki adalah sama besar
jumlahnya jika ahli waris tersebut lebih dari dua.
Demikian juga bila anak laki-laki tersebut tidak mempunya keturunan,
sedangkan ia mempunyai kakek dan nenek, maka kakek dan nenek itu berhak
mewarisi. Diantara kakek dan nenek, para masyarakat Champa mengutamakan
kakek untuk menerima warisan. Begitu juga di antara kakek/nenek dari pihak ibu
dan pihak bapak, masyarakat ini mengutamakan dari pihak ibu.
Manakala ahli waris cucu pula, masyarakat menyatakan bahwa cucu
perempuan paling kecil akan diutamakan untuk mendapat warisan dari cucu laki-
laki, dan pembagian cucu lak-laki bila tidak ada cucu perempuan tersebut adalah
sama besar pembagiannya bila cucu laki-laki tersebut lebih pada dua, dan di
antara cucu yang akan mewaris harta warisan kakek/neneknya juga dihitung dari
hasil perkawinan dari anak perempuannya yang bungsunya tadi, dan bila cucu dari
20Aisyah (58thn), Masyarakat Champa, wawancara, di Ninh Hai. Tanggal 23 Agustus
2012
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hasil anak laki-lakinya maka pembagiannya adalah sama besar, sama ada cucu
tersebut laki-laki maupun perempuan.
Dalam pembagian tersebut bila suami (pewaris) wafat tinggalkan janda
tidak mempunyai keturunan, maka harta warisan akan diwarisi oleh istri (janda).
Dan bila wafat pula janda tersebut, harta warisan hanya akan beralih pula pada
kerabat janda, walaupun kerabat dari pihak suaminya masih ada. Namun bila tidak
ada kerabat tersebut harta akan diberikan pada masayarakat miskin, agar tidak di
ambil oleh orang Vietnam.21
Adapun dalam pelaksanaan warisan masyarakat Champa hanya mengenal
ahli waris “kerabat”. Namun, dalam tingkat keutamaan ahli waris, masyarakat
mengaturkan aturannya tersendiri untuk ahli waris mendapatkan harta warisan.
Malah dalam hal ini juga menyebabkan ahli waris tersebut akan mewarisi dari dua
belah pihak, yakni seorang ibu (janda) dapat mewarisi harta suami dahulu dan
suami yang sekarang. Bagitu juga anak bungsu tersebut akan mewarisi harta ayah
dan ibu  kandungnya dan juga  mewarisi harta ayah atau ibu tirinya yang
sekarang.
Pembagian warisan, masyarakat Champa menyatakan bahwa adat
kebiasaan tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan para ahli waris di
kemudian hari, dan masayarakat menyatakan pula bahwa pembagian tersebut
tetap akan dilakukan sama ada para ahli waris lain rela maupun tidak, kerana
pembagian tersebut sudah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu, dan itu sudah
21Imanah (80thn), Masyarakat Champa. wawancara, di Nin Hai. Tanggal 10 September
2012
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menjadi adat kebiasaan, dan ianya adalah solusi yang baik.22 Dalam pembagian
tesebut juga di hanyakan bahwa secara realitasnya tidak adanya cacatan yang
mengarahkan masyarakat Champa untuk melaksanakan pembagian warisan
tersebut, bahkan masyarakat juga tidak mengetahuinya kapan kebiasaan itu mulai
ada, dan dijalankannya, pelaksanaan tersebut hanya kebiasaan yang ditinggalkan
oleh orang-orang terdahulu.23
Sedangkan dalam hasil wawancara, hampir keseluruhan ahli waris tersebut
tidak rela harta warisan tersebut dimilik oleh adik bungsunya. Malah ada sebagian
para ahli waris tersebut tidak ingin pulang ke desanya, kerana iri hati dalam
pembagian tersebut. Pada hal ahli waris tersebut yang banyak berbakti pada orang
tuanya, seperti menjaga adik-adiknya ketika orang tuanya keluar mencari rezki.24
C. Tinjauan Hukum Islam
Dalam Islam, kewarisan telah diatur secara jelas. Mulai dari siapa saja
yang berhak ataupun tidak berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian
masing-masing ahli waris, Adapun tingkatan-tingkatan ahli waris yang telah
dijelaskan dalam al-Quran sebagai beriku:
1. Golongan ahli waris yang mempunyai bagian tetap (Ashhabul furudh). Yakni
ahli waris yang mendapat harta warisan dengan ketentuan seperti yang telah
ditentukan dalam SQ Al-Anfal ayat 75. Golongan ini mendapat giliran pertama
dalam perolehan harta warisan.
22 M.Ali (57thn), Masyarakat Champa, wawancara, di Binh Bac. Tanggal 10 September
2012
23Ruar (89 thn) Tokoh Masyarakat Champa, wawancara, di Bac Ia. Tanggal 15
September 2012
24Sami, dan Ela (33 dan 46 thn), ahli waris masyarakat Champa, wawancara, di Ninh Hai.
Tanggal 24 April 2013
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2. Golongan Asabah Nasabiyah. Yakni orang-orang yang mendapat bagian dari
kelebihan harta warisan setelah dibagikan kepada orang-orang yang mendapat
bagian tetap (ashhabul furudh) Golongan ini memperoleh seluruh harta
warisan jika tidak ada golongan ahli waris lainnya, yang termasuk golongan ini
seperti anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) jika tidak ada anak laki.
3. Mengembalikan kelebihan harta warisan kepada zawil furud. Jika terdapat
kelebihan harta warisan, tetapi tidak ada golongan ahli waris yang menerima
harta warisan berdasarkan system kelebihan (asabah nasabiyah), maka
kelebihan itu diberikan kepada zawil Furud sesuai dengan bagiannya masing-
masing, kecuali kecuali suami-istri. Suami-istri tidak termasuk golongan ini
karena mereka menerima warisan hanya karena adanya hubungan perkawinan.
4. Membagi harta warisan kepada zawil arham. Yakni kerabat pewaris tetapi
tidak termasuk kelompok zawil furud maupun asabah. Golongan ini dapat
menerima bagian harta warisan dengan ketentuan tidak adanya kedua golongan
tersebut.
5. Mengembalikan harta warisan kepada Suami-Istri, Pengembalian harta warisan
kepada salah seorang diantara suami-istri dapat dilakukan karena adanya ikatan
hubungan perkawinan.25
6. Mendapatkan bagian harta warisan karena suatu sebab. Seseorang dapat
memperoleh harta warisan karenaa danya suatu sebab, yaitu sebab
memerdekakan budak, baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi pada zaman
sekarang ahli waris ini tidak adalagi, hanya sebagai wacana.
25Muhammad Ali ash-Sabuni, op. cit, hlm.32
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7. Mendapat bagian harta warisan karena wasiat. Seseorang dapat memperoleh
bagian harta warisan karena adanya pemberian wasiat dari pewaris. Kadar
maksimal wasiat ini adalah sepertiga (1/3) dari harta pusaka. Perolehan kadar
lebih dari sepertiga (1/3) dapat diperbolehkan jika pewaris meninggal tanpa
adanya ahli waris atau dengan persetujuan para ahli warisnya.
8. Menyerahkan harta peninggalan kepada kaum muslimin. Jika seseorang
meninggal dunia tanpa  meninggalkan ahli waris seorangpun, maka harta
peninggalan diserahkan kepada kaskeuangan kaum muslimin (baitul mal),
harta tersebut kemudian digunakan untuk kemaslahatan umat.26
Syari’at Islam juga menetapkan bagian yang di perolehan bagi ahli waris
yang dikenal dengan furud al-muqaddar yang terdiri dari 6 bagian,yakni:
1. Ahli warisyang memperoleh bagian setengah (1/2), terdiri dari 5 orang,yaitu:
a. Anak perempuan,bila ia sendirian.
b. Cucu perempuan, bila ia sendirian.
c. Saudara perempuan kandung, bila ia sendirian.
d. Saudara perempuan seayah, bila ia sendirian.
e. Suami,bila tidak ada bersamanya anak atau cucu dari pewaris.27
2. Ahli waris yang memperoleh bagian seperempat (1/4), terdiri dari 2 orang,
yaitu:
a. Suami, bila ia mewarisi bersama dengan anak, cucu dari pewaris.
b. Istri,bila tidak ada bersamanya anak dari pewaris.
3. Ahli waris yang memperoleh bagian seperdelapan (1/8), hanya seorang yaitu
26Ibid.
27Amir Syarifuddin, op, cit, hlm.229
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istri, bila ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.28
4. Ahli waris yang  memperoleh bagia dua pertiga (2/3), terdiri dari 4 orang,
yaitu:
a. Dua orang anak perempuan atau lebih, tidak bersama anak laki-laki.
b. Dua orang cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki.
c. Dua orang kandung perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.
d. Dua orang saudara seayah perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.
5. Ahli waris yang memperoleh bagian sepertiga (1/3), terdiri dari 2 orang,yaitu:
a. Ibu, bila bersamanya tidak ada anak atau cucu, atau saudara.
b. Beberapa orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
6. Ahli waris yang memperoleh bagian seperenam (1/6), terdiridari 7 orang yaitu:
a. Ayah,bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.
b. Ibu, bila bersamanya ada anak atau cucu atau saudara-saudara.
c. Kakek,bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.
d. Nenek melalui ayah, atau melalui ibu,seorang atau lebih.
e. Cucu perempuan, bila bersama dengan seorang anak perempuan.
f. Saudara seayah perempuan, bila bersama dengan seorang saudara kandung
perempuan.
g. Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan.
Sedangkan pada ahli waris dan tingkat keutamaan pada masyarakat
Champa. Ahli waris yang mempunyai hak untuk mendapat bagian dari harta
peninggalan (harta warisan), terbagi pada 10 golongan, iaitu istri (janda), anak,
28Fatchurrahman, op. cit, hlm.130
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ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, dan
cucu. Sedangkan pada tingkat keutamaan pada masyarakat Champa hanya terletak
pada janda, anak perempuan paling kecil (bungsu), serta cucu perempuan dari
hasil anak perempuan yang bungsu sersebut.
Dalam pembagian warisan masyarakat Champa, sebagaimana yang telah
kemukakan bahwa, dalam pembagian warisan masyarakat menatapkan urutan para
ahli waris yang akan terima harta warisan, dimana urutan-urutannya adalah,
pertama istri (janda), urutan kedua anak perempuan paling kecil (bungsu), urutan
ketiga anak laki-laki (bila tidak adanya saudara perempuan) sama adanya ianya
saudara kandung, saudara sebapak, maupun saudara seibu, urutan keempat ayah,
urutan kelima ibu,  dan terus ke atas, urutan keenam cucu, dan terus kebawah.
Pada penerimaan harta warisan masyarakat Champa, urutan ahli tersebut
akan menerima keseluruahan harta warisan kecuali dalam pembagian ahli waris
laki-laki. Dalam pembagian ahli waris laki-laki adalah sama besar jumlahnya jika
ahli waris tersebut lebih dari dua.
Contoh: seorang suami (pewaris) yang telah wafat dan tinggalkan para ahli
waris, maka istri (jandanya) berhak mewarisi, setelah itu barulah anak perempuan
mewarisi, dimana anak perempuannya yang paling kecil (bungsu) didahulukan.
Demikian pula jika pewaris perempuan tersebut wafat atau tidak wujud, sementara
ianya mempunyai saudara laki-laki, saudaranya itu berhak mewarisi. Sedangkan
dalam hukum kewarisan Islam telah jelas diatur dalam al-Quran serta sunnah Nabi
saw, sebagaimana firman Allah dalam SQ an-Nisa’ ayat 11:
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


Artinya: “Allah mensyari’atkan bagi mu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki
sama dengan dua orang anak perempuan.29
Kemudian Pada SQ an-Nisa’ ayat 7 pula Allah berfirman:








Artinya; ”bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian
yang telah ditetapkan”.30
Ayat tersebut dijelaskan pula dalam hadis Rasulullah saw:
 الله لوسر لاق سابع نبا نع ملسو ھیلع الله ىلص "اھلھآب ضءارفلا اوقحلا ,
ركذ لجر ىلْولأ وھف ىقب امف
Artinya: “Ibnu Abbas r.a. berkata, Rasuullah SAW bersabda,
“berikanlah bagian harta warisan kepada ahlinya,
29Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan,  op, cit, hlm.77
30ibid
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selebihnya diperuntukkan bagi lakilaki yang paling
dekat”.31 HR. Bukhari dan Muslim.
 لص ىبنلا ىضقف تخاو نا تنبو تنب ىف نع ىلاعت الله ىضر دوعسم نبا نع
الله"تخلألق ىقب امو ةثلثلا ةلمكت سدسلا نبلإا ةنبلإو فصنلا ةنبلإل
Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud r.a. tentang (bagian warisan) anak
perempuan, cucu perempuan dan anak laki-laki dan saudara
perempuan. Maka Nabi SAW menetapkan,“bagi anak
perempuan seperdua, cucu perempuan darianak laki-laki
seperenam sebagai genapnya dua per tiga dan sisanya untu
ksaudara perempuan”.32 (HR. Bukhari)
Ayat di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah swt, agar umat
Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada
dalam al-Quran. Dalam hal ini Rasulullah saw. mempertegas lagi dengan
sabdanya:
 س ابع نب ا نع : ملسو ھیلع الله ىلص الله ل وسر ل اق :اومسق ا نیب ل امل ا
لھاىلع ضئارفلا الله ب اتك)ملسم هاور.(
Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah saw.
Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan
ketentuan kitabullah”.33 (HR. Muslim).
Sedangkan kewarisan pada masyarakat Champa difahami sebagai suatu
peraturan mengenai aturan-aturan yang menjelaskan pada tatacara pemindahan
harta seseorang yang wafat kepada ahli waris yang berhak dan masih hidup, dan
31Hadits Bukhori ke 2153, Merujuk kepada Shahih Bukhori, Al Imam  Zainuddin Ahmad
bin Abdul Lathif Az Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, (Bandung: Mizan, 2002), cet.1.hlm 895
32Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az Zabidi, loc. cit., 895.
33 Ibid.
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mengikuti ketentuan yang telah masyarakat ditentukannya sendiri. Dalam
pembagian tersebut para ahli waris harus mengikuti aturan untuk mendapatkan
harta warisan, dan ahli waris tersebut juga perolehi seluruh harta warisan secara
perseorangan.
Dalam pembagian warisan tersebut masyarakat Champa menyatakan
bahwa adat kebiasaan tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan para ahli
waris di kemudian hari, dan masayarakat menyatakan pula bahwa pembagian
tersebut tetap akan dilakukan sama ada para ahli waris lain rela maupun tidak,
kerana pembagian tersebut sudah kebiasaan, dan sebagai solusi yang baik.
Islam juga mengatur bentuk pembagian harta warisan secara damai
berdasarkan musyawarah antara para ahli waris yang dikenali sebagai at-takharuj.
Adapun yang dimaksud dengan at-takharuj adalah mengeluarkan sebagian harta
waris, karena salah seorang dari ahli waris memintanya, kemudian bersedia
menggantinya. Menurut syara’, hal tersebut boleh dilakukan, jika seluruh ahli
waris ridha.
Adapun dalil yang menyatakan tentang adanya takharuj adalah
sebuah atsar yang peristiwanya terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman
bin ‘Affan. Atsar tersebut berbunyi:34
 سابع نبا نع رانید نب ورمع نع ھثدح نمع فسوی يبأ نع : ءاسن يدحا نأ
 نم اھوجرخأ نأ ىلع افلأ نینامث و ةثلاث ىلع اھوحلص فوع نب نمحرلا دبع
یملاثار
34Peristiwa tersebut adalah pembagian harta peninggalan Abdurrahman bin ‘Auf yang
dilakukan oleh para istri dan anak-anaknya. Dalam pembagian tersebut salah seorang dari istrinya
yang bernama Thumadir bersepakat dengan istrinya yang lain untuk keluar dari pembagian harta
warisan dengan menerima imbalan sebesar delapan puluh tiga ribu dinar.
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Artinya: Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan
kepadanya dari ‘Amru bin Dinar dari Ibnu ‘Abbas : salah
seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak untuk berdamai
oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh
tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta
warisan.35
Melihat di atas bahwa adanya at-takharuj dalam pembagian warisan
jika seluruh ahli waris ridha, sedangkan pada masyarakat Champa pembagian
tersebut tetap akan dilakukan sama ada para ahli waris lain rela maupun tidak.
Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin melepaskan haknya atau memberikan
hak yang telah dipunyainya kepada orang lain. Apalagi kalau hak tersebut
berkaitan dengan harta dan kekayaaan. Karena manusia memang kecendrungan
kepada harta ianya merupakan sebuah fitrah yang diletakkan oleh Allah pada
manusia, sebagaimana firmanNya dalam SQ Ali Imran 14.:











Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan
kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-
anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda
pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah
kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat
kembali yang baik”.36
35Ibnu al-Humam, op. cit. hlm. 440
36Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, op, cit, hlm.15
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Hal ini juga yang dinyatakan oleh para ahli waris yang tidak mendapat
bagian warisan tersebut, ianya tidak rela harta warisan tersebut dimilik oleh adik
bunsunya, dan para ahli waris tersebut tidak ingin pulang ke desanya, kerana iri
hati dalam pembagian tersebut. Pada hal ahli waris tersebut yang banyak berbakti
pada orang tuanya, seperti menjaga adik-adiknya ketika orang tuanya keluar
mencari rezki.37
Pelaksanaan tersebut secara realitasnya tidak adanya cacatan yang
mengarahkan masyarakat Champa untuk melaksanakan pembagian warisan
tersebut, bahkan masyarakat juga tidak mengetahuinya kapan kebiasaan itu mulai
ada, dan dijalankannya. Dalam hal tersebut juga masyarakat Champa memandang
dan yakin bahwa adat kebiasaan tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan
para ahli waris di kemudian hari, karena hal itu sudah menjadi satu aturan yang
telah lama belaku pada masyarakat tersebut.
Dari hasil penelitian ini, penulis dapat simpulkan bahwa, ahli waris pada
masyarakat Champa akan mendapat seluruh bagian harta warisan dari pewarisnya
secara perseorangan, dimana pembagian tersebut akan dilakukan sama ada para
ahli waris lain rela maupun tidak, dan pembagian tersebut tetap akan dilakukan
seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu maupun orang-orang
yang akan datang.
Dalam pembagian tersebut juga telah dianggap kebiasaan adalah sesuatu
faktor yang baik dan merupakan merupakan solusi yang bijaksana untuk
menyikapi pembahgian tersebut. Sedangkan hukum kewarisan Islam yang dapat
37Sami, dan Ela (33 dan 46 thn), loc, cit, hlm 78
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disalurkan serta di atur dari Al-Qur’an dan Sunnah secara jelas, seperti yang
dijelaskan di atas. Melihat sistem pembagian waris pada masyarakat Champa
tersebut, dimana pembagian tersebut tetap dilakukan walaupun ahli waris yang
lain tidak merelakan bagiannya di serahkan pada ahli warisa yang lain, sedangkan
secara damai berdasarkan (at-takharuj) musyawarah antara para ahli waris juga
merupakan salalah satu solusi penelesaian dalam maslahat kewarisan. Namun
pada masyarakat Champa memandang bahwa pembagian secara adat kebiasaan
merupakan solusi yang baik.
Sedangkan dalam aturan adat kebiasaan Urf, juga sebagai solusi yang baik
apa bila adat kebiasaan tersebut yang shahih dan harus dipelihara keberadaanya,
sedangkan adat kebiasaan yang tidak sesuai menurut ajaran Islam, maka secara
normatif itu adalah salah. Karena tidak sesuai dengan dalil-dalil atau nash yang
secara jelas telah ditentukan dalam hukum Islam, yang berlaku berdasarkan urf
seperti berlaku berdasarkan nash adalah:
فرعلا ىلا ھیف عجری ةغللا يف لاو ھیف ھل طباض لاو اقلطم عرشلا ھب درو ام لك
Artinya; “Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak
ada pembatasan didalamnya, bahkan juga tidak ada
pembatasan dari segi pembahasaan, maka pemberlakunya
dirujukan kepada Urf.”38
Kenyataan diatas bahwa al-Urf bisa dipakai bila ianya tidak bertentangan
dalam hukum Islam, namun dalam pembagian warisan pada masyarakat Champa
di Desa Ninh Thuan ianya telah jelas bertentangan dengan hukum kewarisan
38Prof. H. A. Djazuli, Kaedkaedah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2007), cet.2, hlm.27
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Islam, Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam itu telah jelas dan dapat
ditelusuri dari ayat-ayat kewarisan.
Melihat solusi diatas kemudian penelitian tinjau dari hukum Islam, bahwa
keseluruhan pembagian warisan secara adat kebiasaan pada masyarakat Champa
bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang telah di jelas dalam al-Quran
maupun dalam hadis Rasulallah saw. Jadi adat kebiasaan tersebut merupakan adat
yang fasid, dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah hukum maupun untuk
diteruskan pembagian tersebut, kerana ianya telah melanggar ketentuan hukum
kewarisan Islam. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:
 ىلص الله لوسر ل اق لاق سابع نبا نع ھیبا نع سواط نبا نع رمعم انربخ
 تكرتامق الله ب اتك ىلع ضئارفلا لھا نیب لاملا اومسقا ملس و ھیلع الله
ركذ لجر ىلولاف ضئاررفلا)دواد وبأو دمحأ هاور(
Artinya: “Diberitakan Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari
Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. berkata:
"Bagikanlah harta waris kepada ahli waris sesuai dengan
ketentuan kitab Allah, sesudah itu sisanya berikan kepada
yang lebih utama dari kerabat laki-laki”.39 (H.R. ahmad dan
abu Dawud).
Hadis ini menyatakan bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh
pewaris harus dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan apa yang telah
tercantum di dalam al-Quran. Selain itu, ketentuan waris merupakan ketentuan
dari Allah yang harus dipatuhi, sebagaimana firman Allah dalam SQ an-Nisa’
ayat: 13:
39As- Sajsa ni, Abu dawud Sulaiman bin Asy’ab, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Darul
Fikr), cet.2, hlm 331.
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





Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan
dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang
mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal
di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. 40
Melihat dari pembagian harta warisan Champa, iaitu pembagian secara
induvidual, dimana harta warisan hanya dapat dimiliki seorang ahli waris saja, ini
adalah pelanggaran pada SQ an-Nisak ayat 7, sebagaimana firman Allah pula atas
pelanggaran ketentuanNya, SQ an-Nis’ ayat 115:







Artinya; “dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas
kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan
orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap
kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan
ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk
tempat kembali”.41
40 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, op, cit, hlm.75
41Ibid, hlm. 95
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan dan dengan berbagai
tahap dan persyaratan telah peneliti lalui, dengan tujuan agar terwujudnya hasil
yang ilmiah mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat
Champa di Desa Ninh Thuan Vietnam, kemudin peneliti dapat mengambil
beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dalam
penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan, terbagi pada 10
golongan, iaitu istri (janda), anak, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung,
saudara seibu, saudara seayah, dan cucu,
2. Pada pembagian warisan masyarakat Champa, keseluruhan harta warisan
hanya dapat dimiliki anak perempuan yang paling kecil (bungsu).
3. Tinjauan hukum kewarisan Islam, dalam pembagian kewarisan masyarakat
Champa secara adat kebiasaan merupakan adat yang fasid, dan bertentangan
dengan hukum Islam.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka perlu ada
bebarapa saran yang dapat berguna bagi semua pihak, antara lain:
1. Tokoh Masyarakat Champa Diharapkan bagi tokohmasyarakat mengkaji lebih
dalam lagi tentang wris yang sesuai dengansyari'at Islam terutama fungsi
waris dan hak waris, perbedaan wasiat dan harta waris, makna serta macam-
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macam ahli waris serta mampu memberikan informasi lebihlanjut tentang
waris sesuai tuntunan ajaran Islam dan menjadi suri tauladan yang baik.
2. Bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah. Bagi mahasiswa fakultas syari'ah,
diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat membuka peluang dengan
mensosialisasikan hukum-hukum tentang waris pada masyarakat Champa,
ataupun permasalahan-permaslahan yang menyangkut di dalamnya yang
terkait dalam bidang ahwal al-Syakhsyiyyah agar menambah pengetahuannya
supaya mendapat pengetahuan yang kompherensif.
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